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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Barang 
Milik Daerah/ Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan 
kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan. Barang Milik Daerah/ 
Aset Tetap, sehingga penelitian ini nantinya akan memberikan hasil tentang 
Apakah pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto 
sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan kendala apa yang 
dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan. Sehingga dapat bermanfaat bagi 
Pengelola Barang (BPKAD Kabupaten Jeneponto) dalam upaya lebih 
memperhatikan pengelolaan Barang Milik Daerah/ Aset Tetap untuk 
meningkatkan opini BPK dari WDP menjadi WTP. 
 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. 
Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, Studi 
Pustaka, dokumentasi, dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian 
ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya 
dengan kajian pustaka yang telah ada.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/ Barang 
Milik Daerah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto 
secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus 
Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebagaimana Yang Diatur Dalam 
PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Walaupun belum semua terlaksana dengan 
maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna 
barang (SKPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada 
pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten 
Jeneponto tidak melakukan pengamanan hukum. Faktor penghambat dalam 
pelaksanaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Adalah Faktor SDM, 
Komitmen Pemimpin, Dan Faktor Penilaian aset tetap. 






A. Latar Belakang 
Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki 
pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi yang dideklarasikan 
pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Perubahan UU Nomor 22 
Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004). Keberadaan kebijakan pemerintah 
tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, 
kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan 
suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana 
masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, 
dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang 
dimiliki.  
Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota 
merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi 
daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka 
pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini 
ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang telah direvisi  
menjadi PP No. 27 tahun  2014  yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 
tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, 
akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang 
  
 
professional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi 
diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara 
dari masyarakat/stake-holder. Dalam hal ini pemerintah sebaiknya menjaga 
amanah yang diberikan oleh Negara dan Masyarakat. 
Dalam Islam dijelaskan untuk selalu menjaga amanah dalam QS Al-
Anfal/8: 27 yang berbunyi: 
                            
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 
Penjelasan ayat tersebut menganjurkan umat muslim untuk selalu bersifat 
amanah. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika 
tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan 
masyarakat atau bangsa dan negara. 
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07. Tentang Aset 
Tetap, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 
dan budaya. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa 
  
 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk 
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya 
dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya di dalam laporan keuangan adalah 
Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 
Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam pengerjaan. 
Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, 
investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mepunyai 
peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila 
dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi:307, 2014). 
Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan 
potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi 
tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik 
melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta 
potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan 
pemerintah daerah dan sebagainya (Mulalinda dan Steven, 2014).  
Salah satu yang paling krusial dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 
pemerintah atau daerah adalah tidak kunjung jelasnya masalah aset. Wakil Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan Haryono Umar kepada 
Majalah Akuntansi Indonesia menuturkan bahwa manajemen aset negeri ini 
memang sangat buruk. Sehingga banyak daerah memperoleh opini disclaimer 
hanya karena pengelolaan asetnya buruk. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI 
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan terhadap akun 
  
 
aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang 
disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang 
memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusur; aset tetap tidak diketahui 
keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan 
bukti kepemilikan dan lain-lain. Kelemahan lain yang sangat mungkin terjadi 
terkait akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan. Penyusutan 
sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah alokasi yang sistematis atas 
nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa 
manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan ini nantinya akan diakui 
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca sekaligus sebagai beban 
penyusutan dalam laporan operasional. 
Dengan beragamnya data pencatatan aset maka permasalahan pencatatan 
atau penatausahaan pembukuan aset merupakan pekerjaan yang sangat 
membutuhkan konsentrasi pemerintah daerah karena golongan aset yang 
dipersyaratkan harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Erizul dan Febri 
(2014) mengatakan bahwa Untuk memperoleh angka akhir aset tetap bukanlah hal 
yang mudah dan terjadi begitu saja, namun banyak indikator yang harus dipenuhi 
salah satunya adalah administrasi pencatatan aset, karena salah satu titik awal 
menelusuri aset dari sumber data pengadaan sepanjang tahun atau aset yang telah 
ada sejak pemerintah daerah berdiri perlu dilakukan pencatatan dengan benar 
sesuai kaidah manajemen aset karena banyak aset pemerintah daerah masih 
tercatat secara parsial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
  
 
Beberapa permasalahan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat 
memanfaatkan aset tetapnya tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya 
dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu permasalahan ini juga 
berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Permasalahan aset, khususnya aset 
tetap memang merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada hampir 
setiap instansi pemerintah yang memiliki aset dengan jumlah yang sangat besar. 
Rasa memiliki terhadap aset daerah memnag dianjurkan. Sehingga aset tersebut 
dapat terjaga dan dinikmati generasi pelanjut. Namun berbeda di Kabupaten 
Jeneponto, rasa memiliki aset daerah justru berlebihan. Sehingga sebagian aset 
daerah tidak digunakan sesuai fungsinya. Bupati Jeneponto mengatakan bahwa 
rasa memiliki aset daerah yang berlebihan dapat memicu terjadinya 
kesimpangsiuran dan karut marutnya data aset daerah sehingga tidak jelas 
peruntukannya (BBONEWS). 
Dalam kajian Islam rasa memiliki aset atau harta yang berlebihan 
merupakan ciri manusia yang memiliki sifat tamak. Tamak timbul pada diri 
seseorang akibat rasa cinta yang berlebihan pada dunia. Salah satu penyebab 
tamak adalah “RIBA”, karena merupakan faktor utama timbulnya konsentrasi 
kekayaan dan penimbunan  harta, dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi: 
                             
                          





apa saja harta  rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya 
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah 
untuk Allah, untuk rasul, kaum  kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 
beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang 
diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya 
bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. 
 Penjelasan ayat tersebut menyeruh kita (ummat muslim) untuk tidak 
bersifat tamak terhadap harta yang dimiliki dan menyeruh kita untuk selalu 
bersedekah.  Rasulullah SAW bersabda:  
“Setiap anak Adam akan mengalami masa tua (pikun), kecuali dua 
perkara daripadanya yang membuatnya semakin muda yakni ketamakan 
terhadap harta benda, dan keinginan terhadap (panjang) umur.” (HR. 
Bukhari Muslim). 
Hadis ini menjelaskan tentang larangan bersikap tamak terhadap harta dan 
umur. Karena sikap tamak yang berlebihan akan mengantarkan seseorang 
terjerumus kepada hal-hal yang haram. Sikap tamak yang dimiliki umat manusia 
yakni selalu mengharapkan harta yang lebih dari yang telah diberikan oleh Allah 
SWT, tidak memperdulikan apakah cara yang ditempuh itu merupakan sesuatu 
yang dibenarkan oleh syari’ah atau tidak. Dan tidak pula berpikir apakah harus 
mengorbankan kehormatan orang lain atau tidak. Sifat tamak berlawanan dengan 
sifat bersyukur, ikhlas, pemurah, rendah diri dan jujur. Oleh karenanya, Islam 
menggalakkan umatnya mencari harta dan kedudukan yang baik dalam 
masyarakat. Sekiranya usaha itu dilakukan dengan ikhlas menepati tuntutan 
syariat. Individu yang melakukan amanah akan memperoleh kebahagiaan di dunia 
  
 
dan akhirat sekaligus. Sehingga pemanfaatan aset akan terorganisir sesuai dengan 
peruntukannya. 
Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud PP No. 27 tahun  
2014 adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam 
menangani aset tetap (Barang Milik Negara), dengan bagaimana meningkatkan 
efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah  dalam mengelola aset tetap 
(Barang Milik Negara). Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset tetap (Barang 
Milik Negara) mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian. Proses tersebut  merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang 
didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus 
perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan Negara). 
Tertibnya pengelolaan barang (asset) milik daerah membawa efek 
signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk 
keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan. 
Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan 
keuangan daerah yang baik. Dari hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD 
Jeneponto memperoleh opini WDP. Hal ini merupakan kerja keras Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Jeneponto selama satu tahun terkahir yang menunjukkan 
hasil positif. Ini adalah hasil kerja keras teman-teman para SKPD, sungguh luar 
biasa terutama Bidang Asset yang membuat LKPD Jeneponto keluar dari oponi 
disclaimer empat tahun berturut-turut. Predikat disclaimer untuk pengelolaan 
  
 
keuangan Pemkab Jeneponto berturut-turut, sejak 2011 hingga tahun 2014 
akhirnya berganti menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP 
diberikan kepada Pemkab Jeneponto atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun Anggaran 2015 oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulsel, 
Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, bahwa keberhasilan pencapaian 
tujuan organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaiaan sub system 
yang terdapat didalam organisasi itu sendiri yang terdiri atas struktur dan 
pejabatnya, proses yang merupakan rangkaian kegiatan organisasi atas sumber-
sumber yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.  
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah/5 : 2  yang berbunyi : 
…                             …     
Terjemahnya: 
…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
dan bertakwalah kamu kepada Allah…(QS. Al-Maidah/5 : 2)   
Ayat diatas menjelaskan bahwa  Tidak ada manusia yang terlepas sama 
sekali dari orang lain, karena mereka hidup saling berinteraksi. Oleh karenanya, 
disadari atau tidak, seseorang pasti memerlukan orang lain dalam hidup dan 
kehidupannya. Begitu juga dalam hal profesi atau pekerjaan, satu profesi 
membutuhkan profesi yang lain. Maka dalam hal ini kebersamaan dan hubungan 
kerjasama antar profesi/ pekerjaan merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena 
pada fitrahnya manusia itu adalah makhluk sosial, maka jalinan kebersamaan dan 
  
 
hubungan kerjasama pasti diadakan oleh manusia, apa pun latar belakangnya. Dan 
paling penting diingat, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali Bin Abi 
Thalib: 
 “Kebaikan yang tidak terorganisir, akan terkalahkan oleh kejahatan yang 
terorganisir” 
Maksud perkataan diatas mengajarkan kita bahwa kita harus mengadakan 
koordinasi atau kerjasama yang harmonis antara satu profesi dengan profesi 
lainnya dalam melangkahkan tujuan bersama yaitu kebaikan yang hakiki. Dengan 
demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti 
penting didalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan seperti halnya 
dengan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang optimal sehingga 
tanpa adanya tata kerja yang baik serta partisipasi dan kerja sama dari seluruh 
pegawai, maka target yang ditetapkan tidak akan tercapai dengan optimal. 
Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam 
penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan 
dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan 
barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri 
No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset tetap pada pemerintah Kabupaten 
Jeneponto berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini 
mencoba memahami lebih dalam tentang Pengelolaan Aset Tetap Pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto terkhusus pada Badan Pengelola 
keuangan dan aset daerah. Karena BKAD sebagai SKPD yang melakukan fungsi 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan (SKPKD) termasuk didalamnya aset tetap 
  
 
bertugas sebagai pembantu pengelola yang melakukan koordinasi, 
penyelenggaraan, evaluasi, pelaporan dan pengadministrasian dalam hal 
penghimpunan berbagai laporan yang dihasilkan dari semua SKPD sebagai 
pengguna barang dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah sebagai 
Pengelola.  
B. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian yaitu pada pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah). 
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada 
informan dengan secara mendalam yang dianggap memiliki kapasitas dalam 
memberikan informasi tentang bagaimana pengelolaan aset tetap pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jeneponto Dan Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada 
pelaporan aset tetap. Tujuan fokus penelitian ini adalah agar ruang lingkup 
peneliti tidak luas dan lebih fokus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan..  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang di uraikan Di atas, maka rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Apakah pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jeneponto  sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 
Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah? 
2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap pada 





D. Tujuan Penelitan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Merujuk dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Jeneponto dengan peraturan menteri dalam negeri No. 19 Tahun 
2016 yang dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterpkan 
serta kelengkapan dokumen sumbernya. 
b. Untuk melihat Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam 
pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari 
beberapa aspek : 
a. Manfaat Teoritis  
Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan 
akuntansi, khususnya dalam hal Pengelolaan Aset Tetap. Sehingga diharapkan 
dapat menambah literatur mengenai Pengelolaan Aset Tetap baik itu dalam 
lingkup pemerintahan dan akademisi. Keberadaan PERMENDAGRI 19 tahun 
2016 memberikan perhatian dalam pengelolaan aset tetap untuk memperoleh hasil 
yang baik dan kesempurnaan penyajian neraca daerah dalam penyusunan 
pelaporan keuangan untuk keperluan pemeriksaaan BPK-RI. Sehingga diharapkan 
memporoleh hasil audit/ opini yang positif sesuai dengan harapan semua 
perangkat pemerintah daerah. Dalam perspektif teori kepatuhan yang 
  
 
mengharuskan merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya 
pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan 
pemerintah akan mewujudkan Good Governance.  
b. Manfaat Praktis  
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi 
pemerintah, dan bukti mengenai pentingnya Pengelolaan Aset Tetap yang bisa 
dijadikan pertimbangan dalam penyajian neraca daerah dan penyusunan pelaporan 
keuangan.  
1). Manfaat bagi pemerintah dapat melaksakan pengelolaan yang tertib, 
akuntabel dan transparan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri 
nomor 19 tahun 2016 sehingga membantu kepala daerah untuk 
memperhatikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam lingkup pengelolaan 
aset tetap, guna mencapai tujuan yang diinginkan bagi PEMDA untuk 
mewujudkan pemerintahan yang baik dengan melihat hasil audit BPK. 
2). Manfaat bagi akademis, penelitian ini di harapakan bermanfaat sebagai 
sarana dalam memahami, menambah dan mengaplikasikan pengetahuan 
teoritis yang telah dipelajari dan dapat memberikan bukti empiris serta 
melengkapi literatur mengenai pengelolaan aset tetap yang baik demi 
terwujudnya tujuan organisasi salah satunya yaitu memperoleh opini 
WTP 
E. Kajian Pustaka 
 Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 
berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 
  
 
dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut 
peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan 
dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, 
fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah 
pengelolaan aset tetap. 
Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu 













Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sistem dan prosedur akuntansi aset tetap 
pada DPPKAD Kabupaten Sitaro 
pelaksanaannya belum efektif atau belum 
terlaksana dengan baik.  Pemerintah 
kabupaten SITARO sebaiknya 
melaksanaan sistem dan prosedur aset 
atau barang milik daerah secara efektif 
pada setiap subsistem khususnya pada 
pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, 
penggunaan, pengamanan dan 
pemeliharaan, dan penghapusan, sesuai 
Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang 
pedoman teknis pengelolaan barang milik 
daerah.  





Dari hasil yang diperoleh bahwa 
pelaksanaan pengelolaan aset tetap belum 
optimal. Faktor yang paling dominan 
mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan 








Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 
pengelolaan barang milik daerah pada 
DPPKA Kabupaten Sintang belum 
sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal 
ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan 
dan penganggaran, pengadaan, 
penerimaan dan penyaluran, penggunaan, 
penatausahaan, pengamanan dan 
pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan 
penghapusan barang milik daerah yang 
kurang sesuai dengan kebutuhan 
organisasi, sehingga menimbulkan 
inefisiensi dan kemubaziran. Pengelolaan 
barang milik daerah oleh DPPKA 
Kabupaten Sintang yang belum 
sepenuhnya terlaksana dengan baik 
dihadapkan beberapa kendala dibidang 
organisasi, sumber daya aparatur, aturan 
dan praktek manajemen pengelolaan 









A. Compliance Theory (Teori Kepatuhan) 
Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku 
kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang 
mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan 
yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Rosalina (2010) 
berdasarkan perspektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat 
diterapkan di bidang akuntansi. Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut 
kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah 
atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh 
pada ajaran atau peraturan.  
Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, 
karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen 
normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan kerana otoritas penyusun 
hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku (Septiani, 2005). Dengan 
konsep tersebut pemerintah Kabupaten/Provinsi/ dan kota dalam mengelolah Aset 
Tetap/Barang Milik Daerah seharusnya pada tataran peraturan yang telah 
ditetapkan. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang di mana 
pemerintah dalam mejalankan Undang-Undang mengenai pengelolaan aset tetap 
sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, 
dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak 
menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan Good Governance. Dengan 
  
 
diberikannya tugas, tanggung jawab, wewenang serta mencakup status dan peran 
yang dimiliki, maka aparatur pemerintah tersebut harus patuh dan menjalankan 
tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggung jawab. Struktur organisasi 
yang bisa berjalan dengan mengikuti aturan serta terbuka dalam menerima kritik 
dan saran akan membuat pemerintahan menjadi lebih maju dan tercapainya tujuan 
organisasi. 
Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada peraturan 
yang berlaku, sama seperti pemerintah yang berusaha tepat waktu dalam 
penyampaian laporannya karena merupakan kewajiban dan karakteristik dasar 
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Hal penting dalam 
pengelolaan barang milik daerah/aset tetap terkait dengan kepatuhan terhadap 
berbagai regulasi, prinsip dan standar akuntansi pemerintahan yang menjadi 
pedoman dan landasan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah/aset 
tetap. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah/aset tetap harus dilaksanakan 
sesuai dengan PERMENDAGRI 19 tahun 2016 yang merupakan suatu pedoman 
dalam pengelolaan barang milik daerah/aset tetap untuk meningkatkan efisiensi, 
efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang 
Milik Negara) karena aset tetap merupakan dasar penyusunan neraca dan 
pelaporan keuangan. 
B. Pengertian Aset 
Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik 
yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan 
mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan 
  
 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah 
Pernyataan No. 7 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki 
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk 
sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi 
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 
dan budaya. 
Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan 
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan 
pemerintah Negara/daerah aset merupakan salah satu unsur penting yang harus 
dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut, barang yang diberi nama aset lebih 
tepatnya disebut aset tetap. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Mencabut PP No. 6 Tahun 
2006 dan PP No 38 Tahun 2008) mengatur tentang pengelolaan asset pemerintah 
baik asset pemerintah pusat maupun asset pemerintah daerah, yang diberi nama 
asset adalah barang. 
Pengertian Barang menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah setiap benda baik berwujud 
maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
  
 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 
Namun demikian pengertian barang pada manajemen pengelolaan BMN/BMD 
sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014  hanya dibatasi yang berwujud 
(tangible) sebagaimana dimaksud Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud. 
Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntasi Pemerintah (KKAP), aset di 
klasifikasikan kedalam asset lancar dan non lancar: 
1. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang 
dan persediaan. 
2. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang yaitu meliputi 
investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan lainnya. 
Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 
Barang milik daerah/N ini yang dimaksud dengan: 
1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
  
 
2016 Pasal 6 menjelaskan bahwasanya Barang Milik Negara/Daerah meliputi 
barang yang dibeli atau diperoleh atas badan APBN/APBD; barang yang berasal 
dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah/sumbangan, dari 
perjanjian/kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang 
diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
C. Aset Tetap 
Menurut PSAP 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian 
utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. 
Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah: 
1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh 
entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan 
kontraktor; 
2. Hak atas tanah. 
Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk 
dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan 
(supplies). Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, 
peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta kontruksi 





Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah merupakan aset 
pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan 
pelayanan kepada masyarakat. 
2. Gedung dan bangunan 
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan 
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.  
3. Peralatan dan mesin  
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan 
bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan 
lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua 
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.  
4. Jalan, irigasi, dan jaringan  
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 
yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 
5. Aset tetap lainnya 
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan 
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi 
  
 
siap dipakai. Golongan aset ini disebutkan dalam dalam Permendagri No. 
19 Tahun 2016  yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan 
berkalam, barang-barang perpusatakaan, barang bercorak kesenian atau 
kebudayaan, serta hewan ternak dan tumbuh tumbuhan.  
6. Konstruksi dalam pengerjaan  
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang 
dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum 
selesai seluruhnya. Aset ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai 
dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. Aset tetap 
yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak 
memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai 
dengan nilai tercatatnya.  
D. Manajemen Aset 
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan 
barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 (pembaruan Permendagri 
No. 17 Tahun 2007). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksud 
dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016  Pasal 6 Barang milik 
daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: 
a. barang  yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 
  
 
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 
e. barang  yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal 
pemerintah daerah. 
Hasfi, dkk., (2013) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang 
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 perubahan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan memperhatikan azas 
pengelolaan barang milik daerah, azas azas sebagai berikut : 
1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di 
bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa 
pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah 
sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masingmasing; 
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 
dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; 
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik 
daerahnharus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh 
informasi yang benar; 
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar 
barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan 
  
 
yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok 
dan fungsi pemerintahan secara optimal; 
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik 
daerahharus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; 
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 
didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka 
optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta 
penyusunan neraca Pemerintah Daerah. 
Tujuan dan sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai 
kecocokan/kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dengan strategi 
entitas (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup seluruh siklus 
hidup aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus 
hidup aset. 
E. Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) 
Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan 
keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur 
penting dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada 
masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan 
mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan 
barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU 
No. 1 Tahun 2004, ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik Negara/D 
  
 
dalam Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan 
pengecualiannya, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, 
pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. 
Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus 
pengelolaan barang milik negara/daerah (asset management cycle).  
Pengelolaan aset negara Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 27 Tahun 
2014 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam 
menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan 
menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup 
pengelolaan aset Negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang 
didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus 
perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara). (Yusuf,2010: 
31) menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui 
dalam manajemen aset. 
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, 
Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
  
 
 Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
pengelolaan barang milik daerah meliputi:  









10. penatausahaan;  
11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 
Siklus yang terdapat dalam Permendagri 19 tahun 2016 memiliki sedikit 
perbedaan dengan yang terdapat dalam PP 27 tahun 2014 
1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran 
Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian 
kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang 
telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam 
melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Kegiatan 
perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan 
tanggung jawab maing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
  
 
a. Barang apa yang dibutuhkan. 
b. Dimana dibutuhkan. 
c. Bilamana dibutuhkan. 
d. Berapa biaya. 
e. Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan. 
f. Alasan-alasan kebutuhan, dan 
g. Cara pengadaan. 
Standarisasi dan spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan, baik 
jenis, macam maupun jumlah dan besarnya barang yang dibutuhkan. 
Standarisasi merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat pada 
keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalam hal 
pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk 
suatu jangka waktu tertentu. 
2. Pengadaan 
Pelaksanaan pengadaan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 80 
Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 
Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang 
daerah dan jasa. Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan cara 
pengadaan/pemborongan pekerjaan, membuat sendiri (swakelola), penerimaan 
(hiba atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga, tukar menukar. 
Permendagri 19 tahun 2016 Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Pengadaan barang milik 
daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan 
  
 
terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan 
dengan tujuan: 
a. Tertib administrasi pengadaan barang daerah; 
b. Tertib administrasi pengelolaan barang daerah; 
c. Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan 
pengadaan barang daerah. 
Panitia pengadaan menyelenggarakan tender/lelang dan mengambil 
keputusan dalam suatu rapat yang dituangkan dalam berita acara lelang 
mengenai calon pemenang atas dasr harga terendah dikaitkan dengan harga 
perkiraan sendiri (owner estimate) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk 
kualitas barang yang dibutuhkan. Sepanjang penggadaan tidak dilakukan 
melalui lelang, maka pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan surat perintah 
kerja yang ditandatangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
dan/atau pejabat pengadaan. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
bertanggung jawab untuk melaksanakan pembuatan daftar hasil pengadaan 
barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan bertanggung jawab 
pula untuk melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang milik 
daerah tersebut kepada kepala daerah melalui pengelola untuk ditetapkan 
status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 42 Permendagri 19 tahun 2016, 




Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa 
pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai 
dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Barang milik 
daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok 
dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak 
lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan 
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
4. Pemanfaatan 
Barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah dan 
bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat 
didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan 
adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggungjawab. 
Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan 
kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan 
pendapatan daerah. 
Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Pemanfaatan adalah 
pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas 
pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk 
sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun 




5. Pemeliharaan Dan Pengamanan 
a. Pemeliharaan 
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua 
barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara 
berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik 
daerah sebagaimana dimakud pada ayat (2) pasal 321 Permendagri No. 19 Tahun 
2016  adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah 
agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya 
guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar 
asset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila 
dilakukan dengan baik maka asset daerah akan lebih efisien dalam 
pengelolaannya. 
Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara : 
1) Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh 
unit pemakai. 
2) Pemeliharaan sedang adalah perawatan yang dilakukan secara berkala oleh 
tenaga kerja terdidik/terlatih. 
3) Pemeliharaan berat adalah perawatan yang dilakukan secara sewaktu-
waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga-duga 
sebelumnya. 
 Biasanya kerusakan ini disebabkan oleh faktor biologis, cuaca, suhu, air 
dan kelembaban, fisik yang mengalami proses penuaan, sifat barang yang 
bersangkutan, benturan, getaran dan tekanan. Pasal 324 Permendagri No. 19 
  
 
Tahun 2016 ayat (1) dan (2) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang 
milik daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan 
oleh pengurus barang/pengurus barang  pembantu. Kartu pemeliharaan/perawatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: nama barang; spesifikasinya; 
tanggal pemeliharaan; jenis pekerjaan atau pemeliharaan; barang  atau bahan yang 
dipergunakan; biaya pemeliharaan; pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan 
hal lain yang diperlukan. 
b. Pengamanan 
Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan 
barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratife dan tindakan upaya hukum. 
1) Pengamanan administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, 
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang, 
daftar inventaris barang, laporan semester dan laporan tahunan. 
2) Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status 
kepemilikan barang, misalnya melengkaapi sertifikat tanah, melengkapi 
BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, kwitansidan faktur 
pembelian. 
3) Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi 
barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan 
fisik terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara 
penyimpanan baik tertutup dan terbuka, pemberian garasi terhadap 
kendaraan bermotor. Pengamanan fisik kepada barang yang tidak bergerak 
  
 
dapat dilakukan dengan cara pemagaran, penjagaan, pemasangan camera 
CCTV, pintu berlapis, pemberian kunci ganda, serta pemasangan alaram. 
6. Penilaian 
Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif 
didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relefan dengan menggunakan 
metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Untuk 
penyusunan neraca pemerintah daerah, dilakukan penilaian barang milik 
daerah (hanya untuk neraca awal saja). Selain itu, penilaian juga diperlukan 
dalam kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. 
Dalam menentukan saldo neraca awal pemerintah. Penetapan nilai barang 
milik daerah dalam rangka penyusunan neraca awal Pemerintah Daerah harus 
dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 
sedangkan penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan 
oleh Kepala Daerah dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat 
dibidang penilaian aset. Untuk tanah atau bangunan, penilaiannya 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah 
menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hasil penilaian barang milik 
daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan harus ditetapkan 
dengan keputusan kepala daerah. Penilaian barang milik daerah selain tanah 
dan bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta 





Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik 
daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, 
dipertukarkan, dihibahkankan atau disertakan sebagai modal pemerintah 
daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan 
kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. suatu barang milik 
daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai 
ekonomis dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan ini dapat dilakukan 
melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas, dan disumbangkan atau 
dihibahkan kepada pihak lain. Apabila BMD berhasil dijual, hasi penjualan 
harus disetorkan ke Kas Daerah. 
 Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan 
dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- 
(lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah 
mendapat persetujuan dari DPRD. Pemindahtanganan barang milik daerah 
berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD 
apabila : 
a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota 
b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah 
disediakan dalam dokumen penganggaran 
c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri 
d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum 
  
 
e. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap atau berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan 
tidak layak secara ekonomis. 
Bentuk-bentuk pemindahtangan meliputi sebagai tindak lanjut atas 
penghapusan barang milik daerah meliputi : 
a. Penjualan  
b. tukar menukar 
c. Hibah 
d. Penyertaan modal 
8. Pemusnahan 
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 
barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila 
tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat 
dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna 
Barang  setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk 
barang milik daerah pada Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan 
dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. 






d. ditenggelamkan; atau 
e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
9. Penghapusan 
Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari 
daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang 
berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau 
pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 
berbeda dalam penguasaannya. Dilakukan untuk mengoptimalkankan 
aset/barang milik daerah agar tidak terus-menerus dicatat dalam buku 
inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi untuk 
digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena 
berubah status hukum kepemilikan. Kegiatan penghapusan bias melalui 
pemusnahan dan juga perubahan status hukum kepemilikan. 
Penghapusan barang milik daerah meliputi: 
a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna; dilakukan dalam hal barang  milik daerah sudah tidak berada 
dalam penguasaan Pengguna Barang  dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 
b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dilakukan dalam hal barang 
milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.  
c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. dilakukan dalam hal terjadi 
penghapusan sebagaimana dimaksud pada pasal 431 ayat (1) dan ayat (2) 
Permendagri 19 tahun2016 disebabkan karena: 
1) pemindahtanganan atas barang milik daerah; 
  
 
2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah 
tidak ada upaya hukum lainnya; 
3) menjalankan ketentuan undang-undang; 
4) pemusnahan; atau 
5) sebab lain. 
10. Penatausahaan 
Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 
merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang 
milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka 
akan mengakibatkan laporan asset Negara/daerah tidak sinkron dengan 
laporan keuangan.  
a. Pembukuan  
Menurut penjelasan Permendagri No. 19 Tahun 2016 disimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah 
kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam 
daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan 
pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang 
Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). sesuai dengan 
penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah.  
b. Inventarisasi  
Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan 
perhitungan,pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan 
  
 
pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi 
disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat 
kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut 
memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun 
pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. 
Tujuan invetarisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah adalah untuk :  
1) Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen invetaris dan 
ketepatan jumlahnya.  
2) Mengetahui kondisi terkini barang (Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Berat)  
3) Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa 
tanah,kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga  
4) Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca 
awal daerah  
c. Pelaporan  
Dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pelaporan 
dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang 
dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun kerena adanya 
pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak 
yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset 
tetap/barang milik daerah secara transparan. Pelaporan barang milik daerah yang 
dilakukan pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) 
tahunan kepada pengelola. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses 
penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan 
  
 
inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang 
semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui 
pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan 
pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing 
SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.  
Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. 
Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, 
direkap kedalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya 
pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk 
inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi 
barang tahun berikutnya. Selanjutnya untukt ahun-tahun berikutnya 
pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang 
(bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. 
Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap 
semester, dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi 
Barang. 
11. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan 
Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, 
bimbingan, pelatihan, dan supervise. Menteri melakukan pembinaan 
pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan 
barang milik daerah.  Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk 
menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan 
  
 
merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan 
yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah 
dilakukan sesuai peraturan perundang undangan. 
Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah 
dilakukan oleh: 
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau 
b. Pengelola Barang  melalui pemantauan dan investigasi. 
Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan pemantauan, 
penertiban dan investigasi terhadap penggunaan, pemanfaatan, 
pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang 
milik daerah yang berada di dalam penguasaannya untuk Unit Kerja SKPD 
dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. Pengguna Barang  dan Kuasa 
Pengguna Barang dan Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawasan 
intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan 
dan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 482 dan 483 ayat (1) dan 
ayat (2) Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pengguna Barang, Kuasa 
Pengguna Barang dan Pengelola Barang menindaklanjuti hasil audit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dan (2) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta 
menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah 
daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi menajemen yang 
komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan 
  
 
pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk 
dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan 
belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh 
informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar 
pengeolaan kekayan aset yang memadai. 
F. Kerangka Pikir 
PERMENDAGRI 19 tahun 2016 merupakan aturan yang dikeluarkan oleh 
menteri sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang 
dilakukan oleh perangkat manajemen aset PEMDA untuk meningkatkan efisiensi, 
efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang 
Milik Negara). Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi 
hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan.Teori kepatuhan 
diterapkan pada pemerintahan yang di mana pemerintah dalam mejalankan 
Undang-Undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan 
keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya 
pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan 
pemerintah akan mewujudkan Good Governance. Dengan konsep tersebut 
pemerintah Kabupaten/Provinsi/ dan kota dalam mengelolah Aset Tetap/Barang 
Milik Daerah seharusnya pada tataran peraturan yang telah ditetapkan.  
Salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai 
keberhasilan adalah opini laporan keuangan pemerintah. Pemerintah Kabupaten 
Jeneponto dengan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
pada Laporan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2015 yaitu Wajar Dengan 
  
 
Pengecualian (WDP). Kerja keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto 
selama satu tahun terkahir menunjukkan hasil positif. Ini adalah hasil kerja keras 
teman-teman para SKPD, sungguh luar biasa terutama Bidang Asset yang 
membuat LKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto keluar dari oponi 
disclaimer empat tahun berturut-turut, sejak 2011 hingga tahun 2014 akhirnya 
berganti menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).  
Pencapaian opini WDP yang merupakan prestasi bagi pemerintah 
Kabupaten Jeneponto. Akan tetapi masih menjadi pertanyaan besar terhadap 
kinerja PEMDA Kab. Jeneponto atas hasil yang dicapainya. Mengapa hanya 
memperoleh opini WDP bukan WTP ?. Hal ini mengindikasikan bahwa 
Pemerintah Kabupaten Jeneponto masih mememerlukan pembenahan manajemen 
aset, baik aplikasi sistem informasinya, pemahaman pengelola barang pada 
masing masing SKPD, kebijakan penatausahaan asset, jumlah personil bidang 
asset BPKAD dan masih banyak yang lain. 
Pada umumnya SKPD dalam menyusun neraca  aset menunggu dan 
menyesuaikan dengan neraca aset yang dibuat oleh BPKAD khususnya bidang 
aset karena neraca dari BPKAD dianggap benar. Karena BPKAD sebagai SKPD 
yang melakukan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan (SKPKD) termasuk 
didalamnya aset tetap bertugas sebagai pembantu pengelola yang melakukan 
koordinasi, penyelenggaraan, evaluasi, pelaporan dan pengadministrasian dalam 
hal penghimpunan berbagai laporan yang dihasilkan dari semua SKPD sebagai 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu; 
mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara 
mendalam. Sugiyono (2009) dalam Simamora dan Abdul (2013) mengatakan 
metoda penelitian kualitatif akan cocok digunakan untuk penelitian seperti hal-hal 
berikut yaitu: masalah penelitian belum jelas (masih remang-remang atau 
mungkin masih gelap), untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk 
memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang lain, untuk 
mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan untuk meneliti 
sejarah perkembangan. Sedangkan menurut Moleong (2005) dalam Simamora dan 
Abdul (2013)  mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara 
holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metoda 
alamiah. Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor BPKAD Kabupaten 
Jeneponto.  
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-
kualitatif. Menggunakan deskriptif-kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini 
berusaha untuk mengungkapkan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian ini 
  
 
ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang 
sebenarnya dari obyek yang diteliti (Sukardi:157). Menggunakan deskriptif-
kualitiatif juga karena data yang penulis kumpulkan adalah data dalam bentuk 
kata-kata, kalimat, pencatatan dokumen, maupun arsip. 
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek.  Data 
subyek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara 
individual atau secara kelompok yang sumbernya diklasifikasikan berdasarkan 
tanggapan (respon) yang diberikan oleh responden. 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 
Data primer menurut Kuncoro (2013:148) adalah data yang diperoleh dari survei 
lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Peneliti 
dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan 
waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih 
leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan 
ketersediaan data di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah Data yang telah 
dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat 
pengguna data. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-
buku,dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-
arsip resmi yang dapa mendukung kelengkapan data primer. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti menggunakan teknik 
triangulation (triangulasi) sebagai salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif.  
  
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Observasi  
Menurut Sukardi (2003:78), observasi atau yang disebut pengamatan 
meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih 
banyak menggunakan salah satu dari pancaindra yaitu indra penglihatan. 
Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa 
kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam 
situasi alami. 
Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi 
penelitian dengan tujuan menganalisis pengelolaan aset tetap pada 
DPPKAD Kabupaten Jeneponto.   
2. Wawancara  
Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan 
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti 
ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 
pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri 
atau self – report atau setidak–tidaknya pada pengetahuan dan atau 
keyakinan pribadi.  
Pihak yang menjadi narasumber antara lain yaitu Kepala BPKAD 
Kabupaten Jeneponto, Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jeneponto 
beserta jajaran dan staf. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut 
  
 
dijadikan sebagai data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan 
melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi 
penelitian. 
3. Studi Pustaka  
Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan 
menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-
undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan 
data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai 
penunjang penelitian.  
4. Dokumentasi  
Sukardi (2003:81) Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh 
informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada 
pada responen atau tempat. Pengumpulan data berupa data-data sekunder 
yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan siklus pengelolaan 
aset tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.   
5. Internet searching  
Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 
tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi 
referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori 
berkaitan masalah yang diteliti. 
E. Instrument Penelitian 
Sukardi (2003:75) Instrument penelitian adalah suatu alat untuk 
memperoleh data, yang diperlukan peneliti sudah melakukan pengumpulan 
  
 
informasi di lapangan. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang 
diinginkan dalam penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang 
dipilih oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data 
agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian terpenting 
adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk 
mengumpulkan data seperti : 
1. Alat tulis 
2. Alat perekam 
3. Daftar pertanyaan wawancara. 
4. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.  
. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada 
peneliti itu sendiri. Oleh karenanya dalam penelitian kualitatif yang menjadi 
instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti harus divalidasi. 
Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, 
penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk 
memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya (Sugiono, 
2014:222). Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan 
fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 
pengumpulan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. 
Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan 
wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber 
informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat 
  
 
langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang 
Pengelolaan Aset Tetap, mulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan 
pelaporannya.  
F. Pengelolaan dan Analisis Data  
Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, 
dokumentasi, dan obsevasi. Langkah–langkah yang dilakukan, yaitu: 
1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan. 
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai 
data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data. 
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh 
responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan yang 
tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang 
bersifat repetitive atau tumpang tindih dihilangkan. 
4. Reduksi data (Data Reduction), memilah, memusatkan, dan 
menyederhanakan data yang baru diperoreh dari penelitian yang masih 
mentah yang muncul dari catatan–catatan tertulis di lapangan. 
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam 
bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami. 
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di 
lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul 
disana. Hasil yang diperoleh diinterpresentasikan, kemudian disajikan 




G. Pengujian Keabsahan Data 
Di dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif 
menggunakan validityas interbal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada 
penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (transferability), dan realibilitas 
(dependability) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (confirmability) pada 
aspek naturalis (Sugiyono, 2014). Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan 
lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan 
data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keberhasilan sebuah penelitian. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dua 
pengujian yang sesuai, yaitu uji creadibility (validitas internal), transferability 
(validitas eksternal).  
1. Validitas Interbal (Credibility) 
Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas 
(validityas interbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji 
kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian 
kredibilitas menurut Sugiyono (2014) antara lain dilakukan dengan 
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 
triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, 
dan membercheck. 
a. Perpanjangan Pengamatan Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara 
peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang 
disembunyikan oleh narasumber karena telah memercayai peneliti. Selain itu, 
perpanjangan pengamatan dan mendalam dilakukan untuk mengecek 
  
 
kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu 
pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah 
kredibel.  
b. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan 
merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. 
Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan 
demikian, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis 
tentang apa yang diamati. 
c. Triangulasi Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik 
tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding 
terhadap data yang telah ada.  
1) Triangulasi Sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang 
diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan 
apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan 
pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih 
lanjut.  
2) Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 
rumusan informasi atau thesis statement.  Informasi tersebut selanjutnya 
dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini teori 
akuntansi sektor publik dan aturan yang ditetapkan atas objek penelitian 
sehingga memperoleh gambaran atau temuan. Selain itu, triangulasi teori 
dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti 
  
 
mampu  menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil 
analisis data yang telah diperoleh. 
3) Triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 
sumber data utama yaitu annual report, peneliti bisa menggunakan sumber 
data pendukung lainnya seperti panduan pelaksanaan pengelolaan aset 
tetap, dan berita-berita terkait aktivitas PEMDA di berbagai media.. Tentu 
masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 
yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda 
pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan 
melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
d. Menggunakan Bahan Referensi Bahan referensi adalah pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud 
dapat berupa alat perekam suara, kamera, handycam dan lain sebagainya yang 
dapat digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Bahan referensi 
yang dimaksud ini sangat mendukung kredibilitas data.  
e. Diskusi 
Yakni diskusi yang dilakukan dengan orang yang kompeten pada bidangnya 
dan mampu memberikan masukan ataupun sanggahan sehingga memperoleh 
kemantapan terhadap hasil penelitian.Teknik ini digunakan agar peneliti dapat 
mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran serta memberikan kesempatan 
awal yang baik untuk memulai menjejaki dan mendiskusikan hasil penelitian 
dengan orang yang dianggap kompeten. 
  
 
2. Validitas Eksternal (Transferability) 
Nilai yang diperoleh dalam temuan penelitian kualitatif tidak bersifat 
universal tetapi dapat diterapkan apabila memiliki konteks dan situasi yang 
mirip dengan objek penelitian. Untuk mengetahui hal tersebut, maka 
pengujian transferability perlu dilakukan guna memberikan uraian yang rinci, 
jelas dan sistematis, dan dapat dipercaya oleh pembaca mengenai hasil 
penelitian. Dengan demikian, generalisasi dapat dihindari oleh pembaca karena 
telah memahami seluk beluk data yang diperoleh dalam penelitian. Pembaca 
akan bijak untuk menerapkan hasil penelitian tersebut sesuai dengan konteks 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan dua gambaran umum, 
yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Jeneponto, dan gambaran umum Badan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto Sebagai Perangkat 
manajemen aset PEMDA Kabupaten Jeneponto..  
1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto 
a. Selayang Pandang 
Penetapan Hari Jadi Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Selatan merupakan waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak 
tokoh di daerah ini. Kajian dan berbagai peristiwa penting melahirkan beberapa 
versi mengenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi 
Jeneponto. 
Kelahiran adalah suatu proses yang panjang, yang merupakan momentum 
awal dan tercatatnya sebuah sejarah Bangsa, Negara, dan Daerah. Oleh karena itu, 
kelahiran tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi peradaban manusia. 
Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang 
terletak di bagian selatan, tumbuh dengan budaya dan peradaban tersendiri seiring 
dengan perubahan dan perkembangan zaman. Menyadari perlunya kepastian akan 
Hari Jadi Jeneponto, maka dilakukan beberapa upaya dengan melibatkan berbagai 
elemen di daerah ini melalui seminar –seminar yang dilaksanakan secara terpadu. 
  
 
Dari pemikiran yang berkembang dalam pelaksanaan seminar tersebut, 
diharapkan bahwa kriteria yang paling tepat untuk menetapkan Hari Jadi 
Jeneponto adalah berdasarkan pertimbangan historia, sosio-kultural, dan struktur 
pemerintahan, baik pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, 
maupun pertimbangan eksistensi dan norma-norma serta simbol-simbol adat 
istiadat yang dipegang teguh, dan dilestarikan oleh masyarakat dalam meneruskan 
pembangunan. Selanjutnya, penelusuran tersebut menggunakan dua pendekatan 
yaitu tanggal, bulan, dan tahun menurut teks dan tanggal kejadiannya, serta 
pendekatan dengan mengambil tanggal-tanggal, bulan-bulan maupun tahun-tahun 
yang mempunyai makna-makna penting yang bertalian dengan lahirnya suatu 
daerah, yang dianggap merupakan puncak kulminasi peristiwa-peristiwa yang 
pernah terjadi. 
Adapun alternatif yang digunakan terhadap kedua pendekatan tersebut di 
atas yaitu: 
Pertama: 
November 1863, adalah tahun berpisahnya antara Bangkala dan Binamu dengan 
Laikang. Ini membuktikan jiwa patriotisme Turatea melakukan perlawanan yang 
sangat gigih terhadap pemerintah Kolonial Belanda. 
Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu. Tahun itu mulai 
diangkat “Todo” sebagai lembaga adat yang refresentatif mewakili masyarakat. 
Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 
menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya 




Tanggal 1 Mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani masa-masa yang 
sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu, yang diangkat secara 
demokratis oleh “Toddo Appaka” sebagai lembaga representatif masyarakat 
Turatea. 
Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagi wujud perlawanan terhadap 
pemerintah kolonial Belanda. 
Lahirnya Undang Undang No. 29 Tahun 1959. 
Diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah 
Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya 
Afdeling Negeri-negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan 
keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu. 
Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu 
(Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan 
perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Dengan Demikian penetapan Hari Jadi 
Jeneponto yang disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan 
tokoh masyarakat Jeneponto, dari seminar Hari jadi Jeneponto yang berlangsung 
pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, dianggap sangat 
tepat, dan merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.  
Berdasarkan berbagai kesimpulan di atas, maka Hari jadi Jeneponto 
ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1863, dan dikukuhkan dalam peraturan Daerah 




b. Letak Geografis 
Kabupaten Jeneponto terletek di ujung bagian barat dari wilayah Propinsi 
Sulawesi selatan dan merupakan daerah pesisir pantai yang terbentang sepanjang 
± 95 di bagian selatan. Secara geografis terletek diantara 50 16’ 13” – 50 39’ 35” 
Lintang Selatan dan 120 40’ 19” – 120 7’ 51” Bujur Timur. Kabupaten Jeneponto 
berbatasan dengan : Ditinjau dari batas-batasnya maka pada sebelah Utara 
berbatasan dengan Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah 
Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan sebelah Timur berbatasan dengan 
Kabupaten Bantaeng. 
Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km2. 
Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut bila dilihat dari jenis penggunaan 
tanahnya, maka penggunaan tanah yang terluas pertama tahun 1999 adalah 
Tegalan/Kebun seluas 35.488 ha atau 47,33%, terluas kedua adalah Sawah Panen 
Satu Kali seluas 12.418 ha atau 16,56%, terluas ketiga adalah Hutan Negara 
seluas 9.950 ha atau 13,27%, sedangkan penggunaan tanah untuk Pekarangan 
seluas 1.320 ha atau 1,76% dan yang terendah adalah Ladang / Huma seluas 31 ha 
atau 0,04%. 
c. Topografi 
Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya 
memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi, ini dapat dilihat bahwa pada bagian 
Utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari Barat ke 
Timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter diatas permukaan laut. 
  
 
Daerah ini cocok bila dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman hortikultura 
dan sayur-sayuran. 
Dibagian tengah Kabupaten Jeneponto meliputi wilayah-wilayah dataran 
dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut, dan 
bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 
sampai dengan 100 meter di atasa permukan laut. 
Daerah ini nilai ekonominya cukup potensial untuk pengembangan 
tanaman perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Pada bagian Selatan meliputi 
wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter di 
atas permukaan laut. Daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bila 
dijadikan sebagai arel pengembangan industri penggaraman dan daerah ini telah 
tumbuh usaha penggaraman rakyat 
1) Tanah dan Geologi 
Dari jenis tanah maka di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 (enam) golongan 
jenis tanah yaitu : 
a) Jenis Tanah Alluvial 
Jenis tanah semacam ini terdapat di Kecamatan Bangkala, dan Alluvial 
Coklat Kelabu terdapat di Kecamatan Binamu dan Tamalate 
b) Jenis Tanah Gromosal 
Jenis tanah gromosal kelabu terdapat di Kecamatan Bangkala, dan 
Gromosal Kelabu Tua terdapat di Kecamatn Binamu, Tamalate dan Batang. 




c) Jenis Tanah Mediteren 
Jenis tanah mediteren coklat terdapat di kecamatan Bangkala, Batang dan 
Kelara. Sedangkan Mediteren Coklat Kemerah-merahan terdapat di Kecamatan 
Bangkala, Tamalate, Binamu dan Kelara 
d) Jenis Tanah Lotosal 
Jenis tanah Lotosal Coklat Kekuning-kuningan terdapat di Kecamatan 
Bangkala, Tamalate dan Kelara. Sedangkan Lotosal Kemerah-merahan terdapat di 
Kecamatan Kelara. 
e) Jenis Tanah Andosil 
Jenis tanah Andosil Kelabu terdapat di Kecamatan Kelara. 
f) Jenis Tanah Regional 
Jenis tanah Regonal Coklat terdapat dilima kecamatan dalam wilayah Kabupaten 
Jeneponto. 
Dengan adanya 6 (enam) jenis tanah di Kabupaten Jeneponto, maka pola 
penggunaan tanah di Kabupaten Jeneponto lebih bervariatif disbanding 
dengan pola dari daerah lain. Pada umumnya penggunaan tanah di Kabupaten 
Jeneponto disesuaikan pemanfaatannya, lahan yang ada terbagi untuk 
perkampungan, pesawahan, tegalan, perkebunan, kebun campuran, 
tambak/empang serta areal hutan, alang-alang dan lain-lain. 
2) Musim 
Dari jenis tanah maka di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 (enam) 
golongan jenis tanah yaitu:Keadaan musim di Kabupaten Jeneponto pada 
umumnya sama dengan keadaan musim di daerah Kabupaten lain dalam 
  
 
Propinsi Sulawesi Selatan. Yang dikenal dengan 2 (dua) musim yakni musim 
hujan dan musim kemarau. Musim Hujan terjadi antara Bulan nopember 
sampai dengan Bulan April sedangkan musim kemarau terjadi antara Bulan 
Mei sampai dengan Bulan Oktober. 
3) Curah hujan 
Curah hujan di wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya tidak 
merata, hal ini menimbulkan adanya wilayah daerah basah dan wilayah semi 
kering. Curah hujan di Kabupaten Jeneponto yang tertinggi tahun 1999 jatuh 
pada Bulan Januari sedangkan curah hujan terendah atau terkering terjadi 
pada Bulan Juni, Agustus, September dan Oktober. 
4) Iklim 
Ditinjau dari klasifikasi iklim maka Kabupaten Jeneponto memiliki 
beberapa tipe iklim, tipe iklim tersebut adalah 
a. Tipe iklim D3 dan Z4 yaitu wilayah memiliki bulan kering secara 
berurutan berkisar 5–6 bulan sedangkan bulan basah 1–3 bulan. 
b. Tipe iklim C2 yaitu wilayah memiliki bulan basah 5–6 bulan dan bulan 
lembab 2 – 4 bulan.Tipe ini dijumpai pada daerah ketinggian 700–1.727 
m diatas permukaan  laut yakni pada wilayah kecamatan Kelara. 
d. Visi dan Misi 
VISI  
Menwujudkan Kepemerintahan Yang Baik Dan Penuatan Daya Saing Daerah 





1. Menwujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik 
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat 
4. Meninjau Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Produktif, 
Transparan dan Akuntabel 
5. Menwujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Setiap 
Desa/Kelurahan 
6. Meningkatkan Kualitas Beragama 
2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Jeneponto. 
a. Sejarah Terbentuknya 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dibentuk 
berdasarkan dengan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Jeneponto dan peraturan Bupati 
nomor 25 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Pada 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. 
b. VISI DAN MISI 
1) VISI 
Visi adalah gambaran abstrak, merupakan impian, bayangan yang syarat 
akan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dimasa depan yang merupakan 
pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi/unit kerja 
harus dibawa agar dapat eksis antipatif, inovatif dan produktif untuk 
  
 
mendapatkan hasil yang maksimal dalam artian bahwa visi sebagai suatu 
pernyataan yang merupakan ungkapan dari nilai, arah dan komitmen serta 
memiliki daya tarik yang dapat diyakini sebagai pengarah dalam pelaksanaan 
aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. 
Sebagai penguatan organisasi atau unit kerja dan mengoptimalkan kinerja 
organisasinya maka dirumuskan visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto “Mewujudkan 
Peningkatan Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Melalui Peningkatan Pelayanan Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya 
Manusia Untuk Menyelenggarakan Pemerintah Daerah”. 
2) MISI 
Organisasi yang dibentuk selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 
Oleh karena itu guna mempertahankan keberadaannya ditetapkan misi yang 
merupakan penyataan tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai organisasi 
yang bersangkutan. Miasi yang ditetapkan ini menjadi tuntunan bagi 
manajemen dalam menjalankan organisasinya. Penetapan misi merupakan hal 
yang sangat penting dan diperlukan guna mengarahkan operasional kegiatan 
menuju sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui strategi yang dipilih.  
Mengacu pada visi yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto menjabarkan kedalam misi 
yang harus dilaksanakan yang selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan dan 
sasaran-sasaran organisasi yang harus dicapai oleh segenap jajaran 
manajemen. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan 
  
 
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto telah merumuskan misi 
sebagai berikut: 
a) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pengelolaan 
keuangan dan aset daerah. 
b) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat pengelola pendapatan 
pengelola keuangan dan aset daerah. 
d) Meningkatkan sarana dan prasarana pengelola pendapatan, pengelola 
keuangan dan aset daerah. 
B. Gambaran Umum Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) 
Pengelolaan Aset Tetap yang dilakukan berdasarkan peraturan yang 
berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
1. Ketentuan Umum 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
a. Pemerintah  Pusat adalah  Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
  
 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
c. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah 
Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota yang bertugas sebagai pemegang 
kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
e. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah. Pengelola Barang 
Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang 
berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang  
milik daerah. 
f. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu 
Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 
g. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi 
pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. 




i. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 
j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
Barang milik daerah adalah semua barang  yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
k. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa 
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 
Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 
l. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan 
fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. 
m. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang 
adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas 
mengurus barang. 
n. Pengurus Barang  Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada 
Pejabat Penatausahaan Barang. 
o. Pengurus Barang  Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi 
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik 
daerah pada Pengguna Barang. 
  
 
p. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang  yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang 
milik daerah pada Pengelola Barang. 
q. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang 
milik daerah pada Pengguna Barang. 
r. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan 
barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 
s. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian. 




C. Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada PEMDA Kabupaten 
Jeneponto. 
Pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah adalah rangkaian 
kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret 
terhadap daerah Dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Aset tetap merupakan 
salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana 
cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting 
karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan 
komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi:307, 2014). Ketika dikonfirmasi 
terkait pentingnya aset tetap dikelola, Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan 
dan aset daerah menyatakan Sebagai berikut :  
“Aset Tetap ya, Persoalan aset di daerah ini memang itu menjadi suatu 
masalah yang … suatu masalah memang yang sangat, ee.. apa namanya, 
memang setelah dilakukan audit ini beberapa tahun terkahir itu persoalan 
aset masih tetap menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. 
yaa itu, sehingga memang diharapkan kita terus membenahi, terus 
melakukan langkah-langkah bagaimana sehingga pengelolaan aset itu 
bisa sesuai betul dengan ketentuan yang ada. Kita kedepan ini memang 
akan selalu memberikan perhatian – perhatian yang ekstra terhadap aset 
karena itu selalu menjadi, eee aset ini berkontribusi besar terhadap 
pemberian opini didalam audit BPK itu. Iya itu, itu besar kontribusinya 
jadi hehe memang kita anu memberikan perhatian ekstra untuk itu, 
pengelolaan aset itu”.(Wawancara Tanggal 10 Februari 2017, Pukul 
09:00 WITA)”. 
.Transkripsi wawancara oleh Kepala Dinas BPKAD menjelaskan tentang 
pentingnya Aset Tetap. Dimana menurut beliau bahwa persoalan aset tetap sangat 
penting untuk dikelola dan butuh perhatian yang sangat ekstra karena 
  
 
berkontribusi besar dan merupakan suatu permasalahan yang selalu muncul pada 
opini audit BPK. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Seksi Analisis Bidang 
Aset yang menyatakan Bahwa : 
“iya de, Barang milik daerah itu sangat penting sehingga membutuhkan 
perhatian dalam penegelolaannya tetapi sebagian orang tidak 
mempedulikan pelaporan Aset dan hanya berfokus pada keuangan 
padahal bisa dikatakan bahwa 50% itu berpengaruh pada opini 
BPK”.(Wawancara Tanggal 08 Februari 2017, Pukul 10:00 WITA)”. 
 
Berdasarkan pernyataan Seksi Analisis Bidang Aset mengungkapkan 
pendapatnya mengenai pentingnya aset tetap yang membandingkan sebagian 
orang yang tidak mementingkan pengelolaan aset tetap dan hanya berfokus pada 
keuangan. Transkripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelolaan aset 
bisa saja di nomor duakan. Mengapa? Karena perkataan ini “sebagian orang tidak 
mempedulikan pelaporannya dan hanya berfokus pada keuangan” ini menandakan 
bahwa seseorang lebih memilih bekerja pada bagian keuangan dibandingkan 
dengan bagian aset.     
Begitupun ketika saya menanyakan pentingnya pengelolaan aset tetap 
kepada kepala bidang aset. Dengan lugasnya menjawab, “sangat penting, Dek”. 
Sambil terdiam sejenak dan berpikir yang kemudian menyatakan bahwa : 
“Aset Tetap di setiap daerah itu jumlahnya sangat banyak sehingga 
pentingnya manajemen aset untuk ditingkatkan … begitu juga dalam 
hasil temuan BPK yang diperoleh Jeneponto selama ini itu terkait 
masalah aset tetap. Iya memang itu persoalan besar diaset makanya 
sekarang aset tetap itu butuh perhatian”. (Wawancara tanggal 08 Februari 
2017, Pukul 14:00 WITA).” 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Aset 
Tetap/Barang Milik Daerah Sangat penting dalam hal perolehan opini atau hasil 
  
 
pemeriksaan BPK. Sehingga diperlukannya suatu manajemen aset atau 
pengelolaan aset tetap yang efektif, efisien, akuntabel dan trasparan. Pandangan 
Islam terhadap harta (Aset). Islam telah menetapkan hukum-hukum bagi masing-
masing peruntukan harta itu yang menjamin harta tetap sebagai pelayan manusia 
untuk dimanfaatkan dan memberikan manfaat kepada orang lain, bukan 
sebaliknya yaitu manusia menjadi hamba dan pelayan harta yang menimbulkan 
bahaya bagi diri sendiri dan orang lain, seperti kecintaan yang berlebihan terhadap 
harta. Sesuai dengan surat Al-fajar : 20 : 
             
Terjemahnya:  
“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang 
berlebihan.”(al-Fajar:20) 
Harta bukanlah suatu tujuan hidup. Bukan suatu sebab untuk mencapai 
kebahagiaan. Kalau seseorang menempatkan harta sebagai tujuan hidup dan 
menganggap segalagalanya, maka ia akan sering mendapatkan kesulitan daripada 
kedamaian hati. Tujuan hidup adalah melaksanakan suatu kewajiban-kewajiban. 
Adapun harta benda yang kita miliki merupakan sarana untuk mendukung 
pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa harta 
sangat penting bagi kehidupan manusia dan Allah SWT menyeruh kita agar 
memperlakukan dan memanfaatkan harta/aset sesuai dengan peruntukannya. Hal 
ini, mencakup seluruh siklus hidup aset sejak perencanaan dan penganggaran 
hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan 
biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Aset tetap yang dikelola atau dimiliki 
oleh PEMDA adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 
  
 
bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun Aset Tetap Yang 
dikelola oleh PEMDA adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1  
Nilai Aset Tetap 
Uraian Nilai Aset 
1. Tanah 
2. Peralatan Dan Mesin 
3. Gedung Dan Bangunan 
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 
5. Aset Tetap Lainnya 
6. Konstruksi dalam pengerjaan 









Sumber : Laporan Rekapitulasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 Bidang Aset 
BPKAD. 
 
D. Siklus Pengelolaan Aset Tetap Dan Dukumen Sumber (Barang Milik 
Daerah) Pada PEMDA Kabupaten Jeneponto. 
1. Dokumen Sumber 
Dokumen Sumber adalah semua berkas penting yang dihasilkan dari 
siklus pengelolaan aset tersebut maupun berkas penting yang mendasari suatu 
siklus atau tahapan untuk dilakukan. Dokumen sumber ini diperlukan untuk 
menjadi bukti dalam proses pengelolaan maupun penyampaian akhir dari 
suatu hasil pelaporan kekayaan daerah yang mempengaruhi penyajian jumlah 
dan nilai aset suartu daerah. Daftar dokumen sumber yang menjadi acuan 
dalam kelengkapan pada penelitian ini tercermin pada Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
Milik Daerah.  
  
 
Tabel 4.2  
Daftar Dokumen Sumber Pada Siklus Pengelolaan Aset Tetap 
 
Dokumen Sumber Berdasasrkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 
1. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 
2. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
3. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah 
4. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
5. Daftar Barang Pengguna / Daftar Barang Kuasa Pengguna 
6. Kartu Inventaris Barang 
7. Daftar Barang Milik Daerah 
8. Buku Inventaris Dan Buku Induk Inventaris 
9. Laporan Barang Semesteran Dan Tahunan 
10. Laporan Barang Milik Daerah 
11. Surat Perjanian Pinjam Pakai 
12. Bukti Kepemilikan Atas Nama Pemerintah Daerah 
13. Daftar Hasil Pemeliharaan Barang 
14. SK Penghapusan 
15. SK Pemindahtanganan 
16. SK Status Penggunaan Barang Milik Daerah 
 
Penjelasan di atas, kelengkapan dokumen sumber yang ada pada bidang 
aset BPKAD Kabupaten Jeneponto sesuai hasil wawancara dan beberapa 
dokumen contoh yang diberikan kepada peneliti dapat dilihat pada Tabel 4.3 
Beserta Keterangannnya. 
Tabel 4.3  
Kelengkapan Dokumen Sumber 
 






Rencana Kebutuhan Barang Milik 
Daerah 
 Disertai contoh dokumen 
2. 
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
 Disertai contoh dokumen 
3. 
Daftar Kebutuhan Barang Milik 
Daerah 
 
Dari RKBMD dihasilkan DPA dan 





Daftar Kebutuhan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
 
Dari RKPBMD dihasilkan DPA dan 
langsung menjadi DKBMD, tdk 
diberikan contoh. 
5. 
Daftar Barang Pengguna / Daftar 
Barang Kuasa Pengguna 
 Tidak diberikan contoh dokumen 
6. Kartu Inventaris Barang  Diberikan Contoh Dari KIB A-F 
7. Daftar Barang Milik Daerah  Rekapitulasi Dari KIB A-F 
8. 
Buku Inventaris Dan Buku Induk 
Inventaris 
 
Diberikan contoh buku inventaris 
dari 1 unit organisasi 
9. 
Laporan Barang Semesteran Dan 
Tahunan 
 
Diberikan contoh laporan semesteran 
dan tahunan 
10. Laporan Barang Milik Daerah  Rekapitulasi LBS dan LBT 
11. Surat Perjanjian Pinjam Pakai  
Diberikan contoh surat perjanjian 
pinjam pakai tanah dan bangunan. 
12. 
Bukti Kepemilikan Atas Nama 
Pemerintah Daerah 
 
Diberikan contoh SK dan setifikat 
tanah 
13. Hasil Pemeliharaan Barang  Hasil Pemeliharaan gedung kantor 
14. SK Penghapusan  Diberikan Sk penghapusan 
15. SK Pemindahtanganan  Diberikan SK hibah tanah 
16. 
SK Status Penggunaan Barang Milik 
Daerah 
 
Diberikan SK Status penggunaan 
Kendaraan 
 
Kelengkapan dokumen sumber tersebut diatas mensyaratkan bahwa 
Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah telah sesuai dengan peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dari segi administratif. Akan tetapi 
Pengelolaan aset negara Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014 
adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam 
menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan 
menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup 
pengelolaan aset Negara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 
Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 
  
 
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian. (Yusuf, 2010: 31) menyatakan siklus pengelolaan aset adalah 
tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. 
2. Siklus Pengelolaan Aset Tetap 
a) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran 
Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 
barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan 
yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan 
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan 
barang milik daerah yang ada. Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pasal 18 PERMENDAGRI 19 tahun 2016 merupakan 
barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang 
harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD 
sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. 
Ketiaka ditanyakan mengenai mekanisme perencanaan kebutuhan yang 
dilakukan oleh PEMDA Kab. Jeneponto kepada KABID Aset Menjelakan Bahwa: 
“SKPD sebagai pengguna barang terlebih dahulu ...(sambil melihat 
Handphone) melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang 
dengan memperhatikan standar dari sarana dan prasarana yang telah 
ditetapkan dan ketersediaan barang untuk disampaikan kepada pengelola 
melalui pembantu pengelola yang kemudian diteliti, dan disusun menjadi 
daftar kebutuhan barang untuk pelaksanaan anggaran belanja tahunan 
yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 




Begitu juga dengan pernyataan seksi analisis Bidang Aset yang senada 
dengan pernyataan KABID Aset yaitu sebagai berikut: 
“Emm…Perencanaan Kebutuhan itu dimulai pada tingkat Kuasa 
Penggunan Barang, kemudian Pengguna Barang menghimpun rencana 
kebutuhan dari tiap-tiap Pengguna Barang, (Sesekali melirik 
kekomputer) setelah itu… disampaikan kepada pengelola barang melalui 
pembantu pengelola (DPPKAD) sebagai Rencana Kebutuhan Pengguna 
Barang. Selanjutnya pembantu pengelola melakukan penelitian terhadap 
usulan RKBU dari Pengurus Barang dengan memperhatikan standar 
kebutuhan, standar harga dan Standarisasi sarana dan prasaranana”. 
(Wawancara Tanggal 08 Februari 2017). 
 
Transkripsi wawancara di atas, menunjukkan bahwa Perencanaan 
kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan oleh SKPD sebagai pengguna barang 
yang melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan 
memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan Standar barang. Hal lain 
juga dapat dilihat pada transkripsi wawancara tersebut bahwa perlu adanya 
koordinasi atau hubungan yang sangat erat yang harus dipertahankan oleh 
pengguna dan pembantu pengelola untuk terlaksananya suatu tujuan yang ingin 
dicapai. 
Semua dasar dan tujuan manajemen haruslah terintegrasi, konsisten dan 
saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsistensi ke arah pencapaian 
tujuan harus didahului dengan proses perencanaan yang baik. Sebagaimana 
penjelasan Allah dalam surat Al An’am ayat 38 : 
                            





 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sebagai pencipta, Allah sebagai 
perencana semua makhluk ciptaannya, Allah adalah maha merencanakan. Sebagai 
mahkluk Allah untuk melakukan sesuatu hendaklah merencanakan sebelumnya 
agar tujuan tercapai, pada dasarnya seorang pemimpin yang harus mempunyai 
banyak konsep tentang manajemen termasuk didalamnya perencanaan. Pimpinan 
yang baik adalah mempunyai visi dan misi, dan membangun kedua hal tersebut 
agar berjalan sesuai denga tujuan bersama serta hasil dari perencanaan yang baik 
dan matang. Disamping itu kata “perhatikanlah” mengandung makna bahwa 
manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus 
mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari 
esok. Sedangkan kata “hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)” mengandung makna menekankan 
perlunya perencanaan yang baik dalam diri manusia atas segala tindakan selama 
di dunia sehingga ia akan mendapatkan keselamtan diakhirat nanti. 
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja 
SKPD yang dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD 
ditetapkan. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
dalam PERMENDAGRI 19 tahun 2016 BAB IV Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk 
penghapusan, berpedoman pada: 
(1) Standar barang 
  
 
Standar barang  adalah spesifikasi barang  yang ditetapkan sebagai acuan 
penghitungan pengadaan barang  milik daerah dalam perencanaan 
kebutuhan. 
(2) Standar kebutuhan; dan/atau 
Standar kebutuhan barang  adalah satuan jumlah barang  yang dibutuhkan 
sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik 
daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD. 
(3) Standar harga. 
Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan 
pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan 
Sesuai dengan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pernecanaan 
kebutuhan dan pemeliharaan aset tetap telah berpedoman pada PERMENDAGRI 
19 tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 18 ayat (1)  bahwa 
perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar kebutuhan, 
standar harga dan Standar barang.  
Dipertegas lagi oleh pernyataan KABID Aset yang menyatakan sebagai 
berikut: 
“Iya,(sambil melihat handphone). Proses Perencanaan kebutuhan dan 
pemeliharaan asset tetap setiap tahunnya itu sudah dilaksanakan dengan 
berpedoman pada peraturan – peraturan walaupun dalam prosesnya itu 
masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti keterlambatan 
penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD)”. 
(Wawancara Tanggal 08 Februari 2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dimana pernyataan dari 
responden selaras atau sudah sesuai dengan mekanisme perencanaan kebutuhan 
  
 
dan penganggaran yang diatur dalam PERMENDAGRI 19 tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah). Walaupun dalam proses 
tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti keterlambatan 
penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD) Perencanaan 
kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah adalah suatu yang sangat 
penting guna untuk menunjang kelancaran dan kesinambungan penyiapan 
kebutuhan serta perlengkapan untuk mengemban tugas unit/SKPD.  
b) Pengadaaan 
Permendagri 19 tahun 2016 Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Pengadaan barang 
milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan 
terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan 
dengan tujuan: 
(1) Tertib administrasi pengadaan barang daerah; 
(2) Tertib administrasi pengelolaan barang daerah; 
(3) Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan 
pengadaan barang daerah. 
Panitia pengadaan menyelenggarakan tender/lelang dan mengambil 
keputusan dalam suatu rapat yang dituangkan dalam berita acara lelang mengenai 
calon pemenang atas dasar harga terendah dikaitkan dengan harga perkiraan 
sendiri (owner estimate) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kualitas 
barang yang dibutuhkan. Sepanjang pengadaan tidak dilakukan melalui lelang, 
  
 
maka pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan surat perintah kerja yang 
ditandatangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat 
pengadaan. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk 
melaksanakan pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik daerah dalam 
lingkungan wewenangnya dan bertanggung jawab pula untuk 
melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang milik daerah tersebut 
kepada kepala daerah melalui pengelola untuk ditetapkan status penggunaannya. 
Hal ini selaras dengan pernyataan yang diungkapkan oleh KABID Aset 
bahwa: 
 “Pengadaaan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan 
barang dan jasa pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan 
kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD untuk 
membentuk panitia pengadaaan. Emmm… Setelah itu dilakukan 
pemeriksaaan realisasi pengadaan barang milik daerah oleh panitia 
pemeriksaan dalam hal ini BPKAD telah melakukan pemeriksaan 
pengadaan aset, termasuk memeriksa kualitas dan administrasi serta 
melaksanakan inventarisasi dan pencatatan barang/aset dan melaporkan 
pelaksanaannya ke kepala daerah”.(wawancara tanggal 08 februari 2017)   
Kepala bidang aset BPKAD Kabupaten Jeneponto dalam wawancara 
tersebut secara jelas memaparkan mengenai mekanisme pengadaan barang milik 
daerah. Pengadaaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh panitia 
pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh kepala daerah, tetapi bisa juga 
dilimpahkan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaaan. Walaupun 
telah dilimpahkan kepada SKPD kepala daerah masih tetap memiliki andil besar 
dalam  pengadaan aset tetap untuk menyetujui pelaksanaan pengadaan barang 
milik daerah/aset tetap untuk ditetapkan status penggunaannya dengan merujuk 
pada peraturan perundang-undangan.   
  
 
Ditambahkan lagi terkait dengan pengadaan barang milik daerah 
pernyataan yang mendukung pernyataan KABID Aset  oleh Seksi Analisis Bidang 
Aset yang menyatakan sebagai berikut: 
“Iya de sudah (sambil berdiri mencari sesuatu dilemari) Pengadaan Aset 
tetap disini sudah dilaksanakan secara transparan dengan berpedoman 
pada peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Dan 
berkata Ini dek Pedomannya (Sambil memperlihatkan hasil cetakan 
PERMENDAGRI N0. 19 tahun 2016). Pelaksanaan Pengadaan Aset 
Tetap dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang 
pada dasarnya berawal dari rencana kebutuhan dan rencana anggaran 
oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh kepala daerah”. (Wawancara 
08 Februari 2017). 
Transkripsi hasil wawancara diatas menegaskan bahwa sepertinya disini 
dapat kita lihat budaya kepatuhan dimana tindakan, perilaku yang mendukung 
terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang 
telah memastikan bahwa sistem dan prosedur serta kegitan pengadaan aset telah 
sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepala daerah. Sehingga 
Pengadaaan barang dan jasa BPKAD Kabupaten Jeneponto sudah efektif dan 
sesuai dengan aturan yang terkait dalam hal ini PERMENDAGRI No. 19 tahun 
2016. Badan pemeriksaan keuangan daerah (BPKAD) telah melakukan 
pemeriksaan secara spesifik terhadap pengadaan barang dan jasa serta 
melaksanakan inventarisasi dan pencatatan dengan pembentukan panitia 
pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang ke kepala daerah. 
 
c) Penggunaan 
Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang 
ditetapakan oleh kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang dalam 
  
 
mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan 
fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan barang  milik 
daerah yaitu Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status 
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya 
yang sah kepada Gubernur/Bupati/ Walikota. Pengajuan permohonan dilakukan 
setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang 
pada tahun anggaran yang berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan 
barang  milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada kepala 
daerah paling lambat pada akhir tahun berkenaan dan menerbitkan keputusan 
penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun. Selanjutnya 
Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status 
penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang untuk melihat 
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.  
Ketika mengkonfirmasi mengenai mekanisme penetapan status 
penggunaan barang oleh Pengelola Barang. Dari hasil wawancara dengan 
KABID Aset Menjelaskan bahwa: 
”Iya de, semua kegiatan disini itu harus persetujuan kepala daerah makanya 
harus ada SK baru kita bekerja. Tetapi sebelum itu …(sesekali melirik 
handphone) kita (Pengguna Barang) mengajukan permohonan penetapan 
status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD 
dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang yang dilakukan 
setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan 
barang. Kemudian dilakukan penelitian untuk Pengelola Barang 
menetapkan status penggunaan barang milik daerah”.(wawancara tanggal 
08 februari 2017)  
 
Ditambahkan lagi pernyataan yang mendukung pernyataan KABID Aset 
oleh  Seksi Analisis yang menyatakan sebagai berikut: 
  
 
“Setiap tahun pengguna barang (SKPD) melaporkan hasil pengadaannya 
untuk selanjutnya ditetapkan statusnya oleh Kepala Daerah dengan SK 
Penetapan Status penggunaan pada masing-masing SKPD dan kemudian 
melakukan inventaris dan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah 
yang di pergunakan”.(wawancara tanggal 08 februari 2017) 
 
Transkripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa komitmen serta 
ketegasan seorang pimpinan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan barang milik 
daerah Sehingga bawahan dapat terdorong hatinya untuk bekerja dan dapat 
mencapai tujuan dari organisasi. Akan tetapi dalam kajian islam sebagai bawahan 
harus memperhatikan perintah dari seorang pimpinan yang baik dan buruknya 
Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a berkata:  
 َسُم اََىثَّدَح ُ َّللَّا َيِضَر ِ َّللَّا ِدْبَع ْهَع ٌعِفاَو يَِىثَّدَح ِ َّللَّا ِدَْيبُع ْهَع ٍديِعَس ُهْب ىَيْحَي اََىثَّدَح ٌدَّد
 اَمِيف ِمِهْسُمْنا ِءْرَمْنا َىهَع ُةَعاَّطناَو ُعْمَّسنا َلاَق َمَّهَسَو ًِ َْيهَع ُ َّللَّا ىَّهَص ِّيِبَّىنا ْهَع ًُْىَع
 اَم َيِرَكَو َّبََحأ َةَعاَط َلََو َعْمَس َلََف ٍةَيِصْعَمِب َرُِمأ َاِذإَف ٍةَيِصْعَمِب ْرَمُْؤي ْمَن 
Terjemahnya: 
“Ibn umar r.a berkata : nabi saw bersabda: seorang muslim wajib 
mendengar dan  ta’at pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui 
atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah ma’siyat. Maka apabila 
disuruh ma’siyat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib ta’at. 
 
Dengan suara yang tegas di ruangan diadakannya sosialisasi yang begitu 
bising karena banyaknya peserta dari semua SKPD yang hadir waktu itu. 
Sekertaris daerah Sebagai pengelola barang milik daerah, beliau menyatakan 
bahwa: 
“Penggunaan barang milik daerah tidak sampai hanya pada penetapan status 
penggunaan barang  milik daerah, akan tetapi juga termasuk Pengalihan 
status penggunaan barang milik daerah, Penggunaan sementara barang 
milik daerah; dan Penetapan status penggunaan barang untuk dioperasikan 
oleh pihak lain. Serta Semua SKPD harus melaporkan hasil 
penggunaannya”.(Dikutip pada Sosialisasi pengelolaan keuangan dan 
penatausahaan aset untuk menghadapi pemeriksaan BPK tahun Anggaran 




 Peraturan Menteri Dalam Negeri Bab VI Pasal 44 ayat 1 menyebutkan 
bahwa penggunaan barang milik daerah meliputi: Penetapan Status penggunaan 
barang milik daerah, Pengalihan Status penggunaan barang milik daerah, 
Penggunaan sementara barang milik daerah, dan Penetapan status penggunaan 
barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Hal ini seperti yang 
dikatakan oleh Sekertaris daerah dan menegaskan kepada semua SKPD untuk 
melaporkan hasil penggunaannya. 
Berdasarkan hasil wawancara dan kutipan diatas penggunaan aset yang 
terjadi pada PEMDA jeneponto Sudah bejalan dengan baik. Karena telah 
memenuhi mekanisme penggunaan aset yang tercantum dalam PERMENDAGRI 
19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap aser/barang milik daerah 




Tabel 4.4  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN  KENDARAAN DINAS 
JABATAN  LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO 
 


















2. DD 888 G 
MHMEAA5ASR4K0
001762 
GA13A421762 NIRMALA SUAIB 2004 Kabag Ekonomi Setda  
3. DD 789 G WND21-M65185 Z24-949391Y 
ALFIAN AFANDY 
SYAM 
2002 Bappeda  
4. DD 123 G 
MHF21KF40-
011149185 
5K-9196353 ANDI YENNI 1994 Bappeda  
5. DD 171 G KF50-130748 5K-9147659 DAHLIA DL 1992 Dinas Tenaga Kerja  
6. DD 642 G 
MHYGDN4IVBJ3069
73 







7. DD 163 G - - Dr. RIDWAN SANABI 2007 
RSUD Lanto Dg. 
Pasewang 
 










PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Pemanfaatan adalah 
pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok 
dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam 
pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan 
tidak mengubah status kepemilikan. Pengelola Barang dengan persetujuan kepala 
daerah, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola 
Barang; dan Pengguna Barang  dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk 
barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih 
digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. 
Pelaksanaan pemanfaatan aset tetap/barang milik daerah yang dilakukan 
oleh BPKAD Kab. Jeneponto tidak melakukan semua jenis pemanfaatan seperti 
yang terdapat pada PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. BPKAD Kab 
Jeneponto hanya melakukan satu jenis pemanfaatan yaitu pinjam pakai. 
Hal ini dilihat dari dokumen sumber dan pernyataan dari hasil wawancara 
oleh Seksi Analisis Bidang Aset yang menyatakan sebagai berikut: 
“Pemanfaatan Aset tetap disini itu hanya Pinjam pakai, saya sendiri lebih 
menyukai hal ini karena pinjam pakai ini biaya pemeliharaannya 
dibebankan kepada pemakai”. (Wawancara Tanggal 08 Februari 2017). 
 
Transkripsi wawancara diatas yang menyatakan “saya sendiri lebih 
menyukai hal ini karena pinjam pakai ini biaya pemeliharaannya dibebankan 
kepada pemakai”. Hal ini dicantumkan Dalam Naskah Perjanjian Pinjam Pakai 
Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto Kepada Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 127/DPPKAD-ASET/XI?2015 Pasal 2 ayat 
  
 
2 Kewajiban Pihak Pertama menyatakan bahwa Barang milik Dearah yang 
diserahkan menjadi tanggung jawab pemeliharaannya kepada pihak kedua. Dan 
pasal 3 ayat 2 Kewajiban Pihak Kedua menyatakan bahwa Barang Milik Daerah 
yang telah diserahkan kepada pihak kedua menjadi tanggung jawab 
pemeliharaannya dan tidak diperkenankan merubah bentuk sebelum ada izin 
tertulis dari pihak pertama.  
Pernyataan diatas senada dengan pernyataan KABID Aset yang 
menyatakan sebagai berikut: 
“Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak 
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang 
milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan 
dibebankan pada mitra pemanfaatan”. (Wawancara Tanggal 08 Februari 
2017).    
 
Adapun jumlah pemanfaatan pinjam pakai Barang milik daerah berupa 
tanah dan bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.5  
Objek Barang Milik Daerah Yang Di Pinjam Pakaikan 
 
No. Nama Barang Volume Nilai 
1.  Tanah Bangunan Sekr. KPU 2913 M 874.000.000 
2. Tanah Gudang Logistik 162 M 234.000.000 
3. Bangunan Kantor Sekr. KPU Gedung 847.260.465 
Jumlah 1.168.660.465 
Sumber: Data diolahan Lamp. Naskah Pinjam Pakai Tahun 2015 
Mekanisme pemanfaatan aset dalam bentuk pinjam pakai yang diatur 
dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Pengguna Barang mengajukan 
permohonan persetujuan pinjam pakai kepada kepala daerah melalui Pengelola 
Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam Permohonan persetujuan 
  
 
pinjam pakai dari Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat: 
(1) Pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; 
(2) Identitas peminjam pakai; 
(3) Tujuan penggunaan objek pinjam pakai; 
(4) Rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan 
lokasi tanah dan/atau bangunan; dan 
(5) Jangka waktu pinjam pakai. 
Kemudian Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan 
persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang  yang meliputi: 
(1) kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik 
daerah; 
(2) tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan 
(3) jangka waktu pinjam pakai. 
Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang berada pada pengguna 
barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara pengelola barang dengan 
peminjam pakai. Perjanjian pinjam pakai ditindaklanjuti dengan penyerahan objek 
pinjam pakai dari Pengguna Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan 
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 
Mengenai mekanisme pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai barang 
oleh pengelola barang. dari hasil wawancara dengan seksi analisis aset menjelakan 
bahwa: 
“Terlebih dahulu itu pengguna barang harus menyerahkan permohonan 
persetujuan kepada pengelola dan kemudian diteliti oleh pengelola 
sebelum diserahkan ke kepala daerah dan kemudian kepala daerah 
menerbitkan surat persetujuan/penolakan pinjam pakai”.(Wawancara 
  
 
Tanggal 08 Februari 2017). 
 
Ditambahkan lagi oleh Kepala Bidang Aset yang menyatakan sebagai 
berikut: 
“Pelaksanaan Pinjam Pakai barang milik daerah itu dituangkan dalam 
perjanjian pinjam pakai. Penyerahan barang milik daerah diberikan 
pengelola kepada peminjam yang dituangkan dalam berita acara serah 
terima”.(Wawancara Tanggal 08 Februari 2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen sumber tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pemanfaatan barang milik daerah/aset tetap dalam bentuk 
pinjam pakai sudah sesuai dengan atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi 
Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Jeneponto pelaksanaannya 
belum maksimal karena pemanfaatannya hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam 
pakai. Hal ini, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 merumuskan lima bentuk 
pemanfaatan diantaranya yaitu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama 
pemanfaatan, bangun guna serah. 
e) Pengamanan Dan Pemeliharaan 
(1) Pengamanan 
Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang 
wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya. Pengamanan merupakan kegiatan /tindakan pengendalian dan 
penertiban dalam pengurusan Barang Milik Daerah/Aset Tetap. Pengamanan 
barang milik daerah Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 
2016 terbagi menjadi tiga bentuk pengamanan yaitu pengamanan fisik; 
pengamanan administrasi; dan pengamanan hukum. 
  
 
Pengamanan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan 
Aset Daerah Kabupaten Jeneponto seperti yang dinyatakan oleh Seksi Analisi 
Bidang Aset sebagai brikut: 
“Ada tiga jenis pengamanan, tetapi yang umum dilakukan pada BPKAD 
itu pengamanan Fisik dan Administratif. Pengamanan Fisik itu seperti 
pemberian papan nama kepemilikan dan pemagaran Dan pengamanan 
administratif itu seperti pencatatan, pemberian label”.(Wawancara 
tanggal 08 februari 2017). 
 
Begitu juga dengan pernyataan KABID aset yang mendukung atau 
senada dengan pernyataan Seksi Analisis Bidang Aset sebagai berikut: 
“Upaya pengamanan yang dilakukan itu dititik beratkan pada pengamanan 
fisik dengan meninjau langsung aset tetap dengan memasang papan tanda 
kepemilikan dan pemagaran. Pengamanan administratif itu dengan 
menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen 
bukti kepemilikan Aset secara tertib dan aman terhadap barang-barang 
inventaris dalam proses pemakaian”.(Sosialisasi pengelolaan keuanngan 
dan penatausahaan aset  Tanggal 25 januari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
Pengamanan yang dilakukan oleh PEMDA Kabupaten Jeneponto yaitu 
pengamana fisik dan pengamanan administrasi. Sedangkan dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Bab VIII pasal 296 ayat 2 
menyebutkan tiga bentuk pengamanan yaitu pengamana fisik dan pengamanan 
administrasi dan pengaman hukum. Kemudian Kepala Dinas juga menyatakan 
tentang pengamanan aset sebagai berikut 
“Pengamanan harus benar-benar dilakukan, sehingga dapat dipergunakan 
atau dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari penyerobotan 
pengambil alihan atau klaim dari pihak lain”.(Wawancara Tanggal 10 
februari 2017). 
 
Selanjutnya Sekertaris daerah dengan nada bicara yang keras dan tegas 
menghimbau kepada pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa 
  
 
pengguna barang terkhusus pada pembantu pengelola barang (BPKAD) pada 
saat sosialisasi pengelolaan keuanngan dan penatausahaan aset yang 
menyatakan sebagai berikut: 
“Upaya pengamanan aset harus dilakukan BPKAD. Kita harus 
memaksimalkan ke-3 bentuk pengamanan itu. Agar pada saat sudah 
terjadi pencatatan tidak ada lagi pihak lain yang mengklaim Aset 
PEMDA”.(sosialisasi pengelolaan keuanngan dan penatausahaan aset 
Tanggal 25 januari 2017). 
 
Pernyataan Kepala Dinas BPKAD dan Sekertaris Daerah kabupaten 
Jeneponto dapat disimpulkan bahwa beliau manaruh perhatian besar pada 
pengamanan barang agar tidak ada lagi penyerobotan, pengambil alihan atau 
klaim dari pihak lain atas kepemilikan aset PEMDA dengan melakukan 
pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Berdasarkan hasil wawancara di 
atas Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Jeneponto 
telah melakukan pengamanan yang maksimal walaupun tidak melakukan 
pengamanan hukum akan tetapi Sekertaris Daerah telah menghimbau untuk 
menggunakan ketiga jenis pengamanan agar lebih efektif dan efisien agar tidak 
ada lagi klaim kepemilikan dari pihak ketiga. 
(2) Pemeliharaan. 
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua 
barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan 
secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas 
barang milik daerah sebagaimana dimakud pada ayat (2) pasal 321 
Permendagri No. 19 Tahun 2016  adalah untuk menjaga kondisi dan 
memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan 
  
 
layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pernyataan 
dari Seksi analisis Bidang Aset yang selaras dengan tujuan dilakukannya 
pemeliharaan yang menyatakan sebagai berikut 
“Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar asset yang ada 
tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan 
dengan baik maka asset daerah akan lebih efisien dalam 
pengelolaannya”(Wawancara Tanggal 08 Februari 2017). 
 
Dalam rangka tercapainya tujuan pelaksanaan pemeliharaan Aset Tetap 
sesuai yang diungkapkan oleh Seksi Analisis bidang aset yang selaras dengan 
tujuan yang diungkapkan dalam peraturan menteri dalam negeri pasal 321. 
Maka hal yang perlu untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah  harus 
memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup 
yang dibebankan pada APBD. 
Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah/aset tetap dilaksanakan 
oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar 
kebutuhan pemeliharaan Barang milik daerah yang berada dalam kewenangan 
tiap-tiap SKPD. Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil 
pemeliharaan barang dan melaporkannya/menyampaikannya kepada pengelola 
barang secara berkala sebagai bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan 
barang milik daerah. Pernyataan dari seksi analisis bidang aset yang senada 
dengan pelaksanaan pemeliharaan yang menyatakan sebagai berikut: 
“Setiap SKPD mencatat proses pemeliharaan asset tetap ke dalam kartu 
pemeliharaan dan membuat laporannya dilingkungan SKPD. Pemeliharaan 
aset tetap dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan pemeliharaan dan 
dicatat pada kartu pemeliharaan dan dilaporkan secara berkala. 
  
 
Sesuai dengan hasil wawancara dalam rangka tertib pemeliharaan 
setiap jenis barang milik daerah dilakukan pencatatan kartu 
pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus 
barang pembantu yang berpedoman pada rencana kebutuhan pemeliharaan, 
berdasarkan hasil wawancara bahwa pemeliharaan yang dilakukan Oleh, 
BPKAD sudah sesuai dengan peraturan. Akan tetapi BPKAD tidak 
meperlihatkan bukti pencataatan hasil pemeliharaan barang milik daerah dan 
hanya meperlihatkan bukti rencana kerja anggaran belanja atas pemeliharaan 
rutin terhadap Aset gedung kantor. 
f) Penilaian 
Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca 
pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penetapan nilai barang 
milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan 
dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sedangkan 
penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan 
barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan 
melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Untuk 
tanah atau bangunan, penilaiannya dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar 
dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hasil 
penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan 
harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penilaian barang milik daerah 
selain tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta 
memperhatikan kondisi aset tersebut. 
  
 
Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam 
rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: 
(1) Penilai Pemerintah; atau 
(2) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota. 
Dalam kondisi tertentu, Gubernur/Bupati/Walikota dapat melakukan 
penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah 
ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. Penilaian kembali, adalah proses 
revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar 
penilaian. Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah 
dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ 
Walikota dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara 
nasional. 
 Penjelasan diatas sesuai dengan Pernyataan seksi analisa bidang aset yang 
menyatakan sebagai berikut: 
“Penilaian aset sangat sulit untuk dilaksanakan, makanya penilaian harus 
melibatkan penilai independent dalam hal ini inspektorat dan BPKP tidak 
hanya dinilai oleh pengelola barang. Penilaian ini mengacu pada SAP dan 
pemanfaatan tanah dan gedung itu dinilai dengan berpatokan pada 
NJOPnya ”.(Wawancara Tanggal 08 februari 2017).  
Hal ini senada dengan pernyataan KABID aset yang menyatakan sebagai 
berikut: 
“Penilaian aset pada BPKAD itu dilakukan untuk penyusunan neraca. Yang 
dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah dan melibatkan 
penilai independen. Penilaian aset itu sangat sulit karena terdapat aset yang 
sulit untuk dinilai seperti jalan yang ada sejak jaman belanda (aset 




Transkripsi wawancara menunjukkan bahwa, sesuatu akan sulit 
dilaksanakan jika dikerjakan sendiri. Maka dari itu, kerjasama sangat dibutuhkan 
dan meminta bantuan pada orang yang berkompeten di bidangnya. Sesuai dengan 
pribahasa tersebut “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Artinya walaupun 
tugas itu sangat berat, namun jika kita bersama-sama melakukannya pekerjaan 
tersebut akan menjadi mudah. Jadi, dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan 
bahwa penilaian aset yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jeneponto sudah 
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pelaksanaan 
penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerjasama dan 
melibatkan penilai independen yang bersertifikat maka akan banyak membantu 
pelaksanaan penilaian tersebut. 
g) Pemindahtanganan 
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah 
sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, 
dihibahkankan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Suatu  barang 
milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai 
ekonomis dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan ini dapat dilakukan 
melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas, dan disumbangkan atau dihibahkan 
kepada pihak lain. Apabila BMD berhasil dijual, hasi penjualan harus disetorkan 
ke Kas Daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah atau 
bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah 
setelah mendapat persetujuan dari DPRD.  
  
 
Berkaitan dengan pemidahtanganan barang milik daerah yang dilakukan 
oleh BPKAD, Dapat dilihat dari beberapa pernyataan informan oleh KABID Aset 
yang menyatakan bahwa: 
“Barang yang dipindahtangankan itu barang yang tidak digunakan atau 
tidak dipelukan lagi bagi penyelengaraan tugas PEMDA. Bentuk 
pemindahtanganan itu seperti penjualan, hibah, tukar menukar, dan 
penyertaan modal pemerintah daerah. Contohnya itu seperti tanah dan 
bangunan yang bernilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”. 
(Wawancara Tanggal 08 februari 2017). 
 
Demikian juga Pernyataan yang dikemukakan oleh Seksi Analisis Bidang 
Aset yang senada dan menambahkan pernyataan dari KABID Aset Bahwa: 
“Barang yang dipindahtangankan itu Barang yang sudah akan dihapus dari 
inventaris barang tetapi barang yang masih mempunyai nilai dapat 
dipindahtangankan dengan persetujuan dari DPRD. Makanya kita tidak 
main-main pada saat dilakukan penilaian barang”.(Wawancara Tanggal 
08 februari 2017).  
  Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. Sehingga 
bisa dikatakan bahwa penilaian barang milik daerah sangat diperhatikan karena 
merupakan tolak ukur penyususnan neraca. Penilaian dilakukan kecuali 
pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian dilakukan untuk mendapatkan 
nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan 
penyertaan modal. Sedangkan pemindahtanganan dalam bentuk hibah dilihat dari 
nilai perolehannya. Sesuai dengan hasil waawancara di atas bahwa barang yang 
dipindahtangankan itu barang yang masih memiliki nilai dan yang sudah akan 
dihapus dari inventaris barang karena sudah tidak sesuai dengan tata ruang 
wilayah penataan kota dan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah 
disediakan dalam dokumen penganggaran. Maka, dapat disimpulkan bahwa 
  
 
pelaksanaan pemidahtanganan yang dilakukan oleh BPKAD selaku pembantu 
pengelola telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.  
h) Pemusnahan 
Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, 
tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat 
alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan 
dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan 
Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang, 
Pengelola Barang, dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. 




i. Ditenggelamkan; atau 
j. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten 
Jeneponto. Hasil wawancara dari informan telah sesuai dengan peraturan yang 
ditetapkan. Adapun pernyataan yang dinyatakan KABID Aset Sebagai berikut: 
“Pelaksanaan pemusnahan dilakukan apabila kita mendapat persetujuan 
dari kepala daerah jadi sebelum dilakukan pemusnahan pengelola barang 
mengajukan permohonan kepada kepala daerah. Sama halnya dengan 
pemindahtanganan, penghapusan penggunaan dan semua hal yang 
menyangkut kegiatan pengelolaan barang milik daerah itu harus dengan 
persetujuan kepala daerah. Kalau pemusnahan sendiri dilakukan dengan 
cara dibakar atau dihancurkan. Kapan pemusanahan dilakukan ketika 




 Demikian juga pernyataan yang diberikan oleh Seksi Analisis Bidang Aset 
yang sama dengan pernyataan KABID Aset sebagai berikut: 
“Pemusnahan dilakukan ketika barang milik daerah tidak dapat digunakan, 
dimanfaatkan atau dipindahtangankan. sehingga dilakukan pemusnahan 
dan kemudian dihapuskan pada daftar barang milik daerah. Pemusnahan 
dilaksanakan itu ketika ada persetujuan dari kepala daerah. Karena semua 
aktivitas atau kegiatan yang ada hubungannya dengan aset harus ada 
persetujuan kepala daerah”.(Wawancara Tanggal 08 februari 2017).  
   
 Transkripsi hasil wawancara tersebut, bahwa dalam pemusnahan barang 
milik daerah dapat dilakukan ketika tidak dapat dimanfaatkan atau 
dipindahtangankan dalam bentuk dibakar atau dihancurkan dengan persetujuan 
kepala daerah. Disini kita lihat bahwa peran kepala daerah atau komitmen 
pimpinan sangat dibutuhkan demi kelancaran jalannya pengelolaan bang milik 
daerah sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi. Hasil wawancara tersebut 
pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD telah 
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.  
i) Penghapusan 
Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar 
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 
membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab 
administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya. Dilakukan 
untuk mengoptimalkankan aset/barang milik daerah agar tidak terus-menerus 
dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi 
untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena 
berubah status hukum kepemilikan dan bisa melalui pemusnahan. 
  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan KABID Aset yang menyatakan 
bahwa: 
“Pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh BPKAD itu 
mengidentifikasi barang yang akan dihapus serta alasannya seperti 
keadaan aset tidak lagi optimal dalam penggunaannya. Dan meminta 
persetujuan kepada kepala daerah dalam bentuk usulan dan 
meninjaklanjuti barang milik daerah yang akan dihapus sesuai dengan 
surat keputusan kepala daerah. Dan kemudian melakukan 
pencatatan”.(Wawancara Tanggal 08 februari 2017). 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat hal-hal dilakukannya 
Penghapusan barang milik daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 diantaranya yaitu: 
d. Dilakukan dalam hal barang  milik daerah sudah tidak berada dalam 
penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, 
penguasaan Pengelola Barang.  
e. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. dilakukan dalam hal 
terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada pasal 432 ayat (1) dan 
ayat (2) Permendagri 19 tahun2016 disebabkan karena: 
(a) pemindahtanganan atas barang milik daerah; 
(b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada 
upaya hukum lainnya; 
(c) menjalankan ketentuan undang-undang; 
(d) pemusnahan; 
Berdasarkan pernyataan yang dari hasil wawancara oleh Seksi Analisis 
Bidang Aset yang menyatakan Bahwa: 
“Seperti yang saya katakan tadi Pemusnahan dilakukan ketika barang 
milik daerah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan atau 
  
 
dipindahtangankan. sehingga dilakukan pemusnahan dan kemudian 
dihapuskan pada daftar barang milik daerah. Nah ketika sudah dilakukan 
pemusnahan maka semua barang yang dimusnakan tidak berada lagi pada 
penguasaan Pengguna Barang  dan/atau Kuasa Pengguna Barang, 
penguasaan Pengelola Barang. Pada saat itu dilakukan penghapusan 
tetapi juga dengan persetujuan kepala daerah”.(Wawancara Tanggal 08 
februari 2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam 
Penghapusan barang milik daerah dilakukan ketika barang milik daerah tidak 
dapat digunakan, dimanfaatkan atau dipindahtangankan. sehingga dilakukan 
pemusnahan dan kemudian dihapuskan pada daftar barang milik daerah. 
Pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh BPKAD dengan mengidentifikasi 
barang yang akan dihapus serta alasannya seperti keadaan aset tidak lagi optimal 
dalam penggunaannya dengan persetujuan kepala daerah yamg kemudian 
dilakukan pencatatan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa 
pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD telah 
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 
j) Penatausahaan 
Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 
merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang 
milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga 
apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan 
mengakibatkan laporan asset Negara/Daerah tidak sinkron dengan laporan 
keuangan.  
Dari penjelasan Diatas Seksi Analisis Bidang Aset menyatakan bahwa: 
“Penatausahaan aset yang dilakukan BPKAD ada Tiga yaitu Pembukuan, 
Inventarisasi dan Pelaporan. Yang berpedoman pada PERMENDAGRI 
  
 
19 tahun 2016 yang sebelumnya direvisi Yaitu PERMENDAGRI 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah”. 
(Wawancara Tanggal 08 februari 2017).   
 
Hal yang sama diungkapkan oleh KABID Aset bahwa: 
 
“Penatausahaan Barang Milik Daerah dilaksakan dengan berpedoman pada 
peraturan menteri dalam negeri No 19 tahun 2016 dimana penatausahaan 
dilakukan kedalam tiga tahap yaitu pembukuan, inventarisasi, dan 
pelaporan. 
 
 Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa BPKAD Kabupaten  
Jeneponto Melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah/ Aset Tetap kedalam 
tiga tahapan yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. 
d. Pembukuan  
Menurut penjelasan Permendagri No. 19 Tahun 2016 disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang 
milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris 
barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna 
barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke 
dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna 
(DBKP). sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik 
daerah.   
Pada Pembukuan yang dilakukan BPKAD, KABID Aset Menyatakan 
bahwa: 
“SKPD wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke 
dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna 
(DBKP). sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik 




Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa sistem dan prosedur 
pembukuan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 
e. Inventarisasi  
Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan 
perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan 
pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi 
disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat 
kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut 
memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun 
pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Sesuai dengan hasil 
wawancara oleh KABID Aset yang menyatakan bahwa:  
“Setelah dilakukan pendaftaran dan pencatatan selajutnya dilakukan 
inventarisasi dengan tujuan untuk melakukan pengecekan antara data 
administrasi dengan kondisi fisik aset serta untuk mengetahui jumlah dan 
nilai serta Kondisi BMD yang sebenarnya”.(Wawancara tanggal 08 
februari 2016) 
 
Dapat kita lihat juga Tujuan invetarisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah 
adalah untuk :  
5) Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen invetaris dan 
ketepatan jumlahnya.  
6) Mengetahui kondisi terkini barang (Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Berat)  
7) Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa 
tanah,kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga  
8) Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca 
awal daerah  
  
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
inventarisasi pada BPKAD Kabupaten Jeneponto sudah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti pelaksanaan 
inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, missalnya buku induk 
inventarisasi, buku inventaris dan KIB A-F. 
f. Pelaporan  
Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun 
setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan 
pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala 
Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh 
laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-
masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.  
Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. 
Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, 
direkap kedalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya 
pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk 
inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi 
barang tahun berikutnya. Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya 
pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang 
(bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. 
Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap 
  
 
semester, dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi 
Barang. 
Dalam pelaksanaan pelaporan barang milik daerah dapat kita lihat dari 
pernyataan tersebut. pada saat Sosialisasi pengelolaan keuangan dan 
penatausahaan aset. Dengan suara yang tegas dan rasa penyesalan Kepala 
inspektorat menyatakan bahwa: 
”Masih banyak SKPD yang belum melakukan Pelaporan persediaan 
barang kepada pihak pengelola, yang tidak usah disebutkan SKPD nya 
karena semuanya hadir pada saat ini yaitu terdapat 18 SKPD”. 
 
Dan Kepala Dinas BPKAD Menghimbau kepada semua SKPD  yang 
menyatakan sebagai berikut: 
”Semua pengurus barang yang ditugaskan pada tiap SKPD untuk 
Melakukan Koordinasi Kepada Bidang aset BPKAD untuk melakukan 
Pengecekan Data barang milik daerah yang ada pada catatan tiap SKPD 
dan Catatan yang ada pada Bidang aset BPKAD agar tidak ada kesalahan 
atau perbedaaan pencatatan”. 
 
Pelaksanaan pelaporan pada BPKAD Kabupaten Jeneponto sudah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari bukti-
bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, misalnya 
buku induk inventarisasi, buku inventaris dan KIB A-F. selain itu adanya 
dokumen pelaporan seperti daftar rekapitulasi inventaris dan daftar mutasi barang. 
Akan tetapi terdapat permasalahan dari pelaporan yaitu banyaknya SKPD yang 
terlambat melaporakan persediaan barang dan kurangnya koordinasi dari 
pengguna barang (SKPD) dan pembantu pengelola (BPKAD). 
Secara keseuruhan Penatausahaan Barang milik daerah yang dilakukan 
Oleh Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas mengurus barang telah sesuai 
  
 
dengan peraturan yang telah ditetapkan dari pembukuan, pencatatan dan 
pelaporan. Akan tetapi terdapat kendala dalam segi pelaporan yang dilakukan oleh 
tiap SKPD yaitu keterlambatan Pelaporan Dan kurangnya koordiansi pada 
pembantu pengelola barang milik daerah/aset tetap.  
k) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan 
Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan 
menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan merupakan 
usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise.  
Pembinaan yang dilakukan Oleh BPKAD adalah dengan melakukan pelatihan dan 
rapat sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset. Hal ini di nyatakan oleh 
Kepala Dinas BPKAD Bahwa: 
“Pembinaan sering dilakukan seperti pelatihan, sosialisasi seperti waktu 
kemarin itu dalam waktu dekat ini kita adakan sosialisasi penatausahaan 
aset dan pengelolaan keuangan dan pelatihan-pelatihan itu kita 
bekerjasama dengan menerbitkan MOU dengan Lembaga pelatihan yang 
ada Di UNHAS, saya lupa apa nama lembaganya itu.”.(Wawancara 
Tanggal 10 februari 2017). 
 
Begitu juga pernyataan KABID Aset Bahwa: 
 
“Pembinaan dilakukan berjenjang oleh Kepala Daerah selaku Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sampai dengan pengurus 
barang pada SKPD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang 
diatur dalam peraturan Perundang-Undangan”.(Wawancara Tanggal 08 
februari 2017). 
  
Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan 
oleh: 
c. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau 
d. Pengelola Barang  melalui pemantauan dan investigasi. 
  
 
Pengguna barang dan pengelola barang melakukan pemantauan, penertiban 
dan investigasi terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, 
penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada 
di dalam penguasaannya untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh kuasa 
pengguna barang. Pengguna barang  dan kuasa pengguna barang dan pengelola 
barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan 
audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 482 dan 483 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 19 Tahun 2016. 
Pengguna barang, kuasa pengguna barang dan pengelola barang menindaklanjuti 
hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dan (2) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
BPKAD telah melakukan pengawasan dan pengendalian atas barang milik 
daerah hal ini Sesuai dengan pernyataan KABID Aset yang menyatakan bahwa: 
“Kami telah melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik 
daerah dengan cara memantau menertibkan dan mengivestigasi sesuai 
dengan Suirat keputusan kepala daerah. Kami juga meminta aparat 
pengawasan intern pemerintah dalam hal ini Inspektorat untuk 
melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan 
pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindaklanjut kami 
sebagai pembantu pengelola”.(Wawancara Tanggal 08 februari 2017). 
 
Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Ilmu 
Manajemen diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan efisien 
serta efektif. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya 
manajemen. Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat 
di dalam al Qur’an surat As-Shof ayat 3:  
  
 
                  
Terjemahnya : 
“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa 
yang tidak kamu kerjakan.”  
Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang 
mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Selain ayat tersebut, terdapat 
beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam Surat Al-
Sajdah, ayat 5 berikut: 
                                
       
Terjemahnya : 
“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 
kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 
perhitunganmu. 
Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur 
alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam 
mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah 
dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi 
dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. 
Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya 
melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam 
sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu 
  
 
sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain 
berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut: 
 اوو و اوبساحب نأ مبق مكسفوآ اوبساح)ثيدحنا( نزوت نأ مبق مكنامعأ  
Terjemahnya:  
“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih 
dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 
2383).   
Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk 
meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. 
Pengawasan dalam ajaran Islam, pengawasan yang berasal dari diri, yang 
bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa 
Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. 
Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah 
seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar 
kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiyah, dan 
bukan untuk menjatuhkan. Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur 
dan mengkoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan 
rencana yang didesain sedang dilaksanakan. 
Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan di atas menitik beratkan 
bahwa perlunya dilakukan suatu pengawasan untuk memperoleh pelaksanaaan 
kegiatan yang terorganisir. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten 
Jeneponto sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat 
  
 
dari bukti telah dikeluarkannya surat keputusan kepala daerah untuk pengawasan 
dan pengendalian. 
E. Faktor Pengahambat/Kendala Dalam Pengelolaan Aset Tetap/Barang 
Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Jeneponto. 
Melakukan Aktivitas atau kegiatan pasti akan direndung suatu masalah 
yang menjadi kendala atau penghambat dalam suatu aktivitas tersebut. Dalam 
pengelolaan Aset Tetap/Barang MIlik Daerah yang menjadi penghambat atau 
kendala yang terjadi pada BPKAD Kabupaten Jeneponto Sesuai dengan 
pengamatan dilapangan dan hasil wawancara dari informan sebagai berikut: 
(1) Sumber Daya Manusia 
Sumber daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting 
bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun 
perusahan. SDM juga merupakan kunci yang menetukan perkembangan 
organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di 
sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai 
tujuan organisasi itu. SDM juga sebagai aset yang harus dilatih dan 
dikembangkan kemampuannya untuk membangun bangsa. 
(www.Wikipedia.org).  
Ketika dikonfirmasi terkait dengan kendala SDM kepada Seksi 
Analisis Bidang Aset Menyatakan sebagai berikut: 
“Sebenarnya kendalanya itu dari manusianya Karena kurangnya kesadaran 
apa sebenarnya arti atau kegunaan dari aset itu dan disini itu masih kental 
dengan hubungan kekeluargaan. Dan apa lagi sekarang baru-baru saja 
terjadi perubahan struktur organisasi … Terutama KABID aset itu masih 
baru disini dan masih perlu menyesuaikan diri. Yang menjadi kendala itu 
  
 
ketika pejabat yang baru ini tidak mengetahui pengelolaan 
aset”.(Wawancara Tanggal 08 februari 2017) 
 
Dengan sesekali menatap komputer Seksi Analisis bidang Aset 
mengatakan bahwa faktor SDM merupakan suatu kendala karena kurangnya 
kesadaran dari kegunaan aset itu sendiri. Sambil menatap keluar pintu beliau 
lanjut mengatakan bahwa KABID Aset merupakan pejabat baru hasil dari 
perubahan struktur baru yang bukan berasal dari bidangnya jadi masih perlu 
penyesuaian dan pembinaan.  
Berdasarkan penyataan Seksi Analisis Bidag Aset, terbukti ketika 
dikonfirmasi kepada KABID Aset Yang sadar akan dirinya secara langsung 
mengatakan bahwa : 
“Kalau Saya itu De’ baru disini jadi belum terlalu memahami pengelolaan 
aset, jadi kendalanya disini itu perubahan struktur organisasinya yang 
selalu dirubah biasanya 9 bulan dirubah lagi. Bagus kalau yang 
penggantinya ini memahami jabatan barunya. Jadi bisa dikatakan 
SDMnya yang harus diperhatikan”.(Wawancara Tanggal 08 februari 
2017) 
 
Ditambahkan lagi oleh Kepala Dinas yang menyatakan sebagai 
berikut: 
“Kendala yang dihadapi itu Sumber daya manusia kenapa saya katakan itu 
karena sekarang personalnya baru lagi, tapi saya harapkan dengan 
struktur yang baru ini kedepannya diharap lebih baik lagi. Makanya kami 
sering menggenjot ini dengan mengadakan rapat, pelatihan dan 
sosialisasi untuk menunjang SDM ini”.(Wawancara Tanggal 10 februari 
2017) 
 
Dari ketiga informan di atas dapat dikatakan bahwa Faktor SDM 
merupakan kendala yang pertama dirasakan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Jeneponto dalam Operasional pemerintahan terutama dalam 
pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Begitupun ketika saya mengikuti 
  
 
Sosialisasi penatausahaan aset dan pengelolaan aset dipertegas lagi oleh 
Kepala inspektorat dalam Sosialisasi penatausahaan aset dan pengelolaan aset 
yang menyatakan bahwa” 
“Yang menjadi kendala disini Itu Faktor Kemanusiaan atau kesadaran kita 
sebagai manusia untuk bisa jujur dan transparan. Kenapa saya katakan 
demikian karena pada pemeriksaan kali ini ada anggota saya yang 
melaporkan bahwa ada ditemukan struk fiktif yang tidak ada barangnya”. 
(Tanggal 25 Januari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SDM 
ini merupakan hal yang pertama yang dirasakan sebagai faktor kendala. 
Karena perlunya kesadaran dan pemahaman SDM dalam Pengelolaan Aset 
Tetap. Dalam penelitian Rudianto dan Halim (2012) Juga Mengatakan bahwa 
faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset adalah Sumber daya manusia 
menyangkut pengetehuan dan pemahaman pengelolaan aset. 
(2) Komitmen Pemimpin 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perjanjian (keterikatan) untuk 
melakukan sesuatu. Komitmen dalam pemerintahan adalah perjanjian antara 
bawahan dengan pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Komitmen 
Pemimpin juga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan aset tetap/ Barang Milik 
Daerah seperti yang diungkapkan oleh informan dalam kutipan wawancara 
sebagai berikut: 
“Yang menjadi kendala yang ke dua itu Komitmen pemimpin. Kenapa 
saya katakan seperti itu karena hampir tiap tahun diadakan pergantian 
pejabat. Kalau menurut saya jangan keseringan diganti karena kira-kira 
mampu tidak dia. Jangan sampai menghambat jalannya pengelolaan”. 





Transkripsi wawancara Seksi Analisis Bidang Aset juga Menyatakan 
Bahwa: 
 
“Menurut saya itu pengelolaan aset seperti di nomor duakan tidak seperti 
dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan tidak bisa efektif karena 
pengaruh pimpinan yang kurang perhatian. Saya sebetulnya itu yang mau 
saya angkat dalam pengelolaan barang faktor pimpinan. Kalau pimpinan 
tegas pasti tidak ada yang tidak bisa toh.di level-level SKPD ini rata-rata 
masih menunjukkan kuasanya sebagai orang besar”.(Wawancara Tanggal 
08 Februari 2017). 
 
Dalam konteks organisasi pemerintahan faktor pimpinan merupakan 
hal yang paling krusial karena organisasi yang bersifat birokratis. Pimpinan 
yang taat dan patuh pada undang-undang akan mempengaruhi bawahannya 
untuk ikut serta dalam melaksanakan peraturan tersebut begitu juga dengan 
sebaliknya. oleh karena itu, komitmen pimpinan sangat diperlukan dalam 
permasalahan yang menyangkut pengelolaan aset tetap/barang milik daerah 
seperti yang diungkapkan oleh informan dalam petikan wawancara diatas. 
Seperti dalam Ayat dibawah ini yang menyeru kita untuk taat kepada 
pimpinan sebagai berikut: 
                         
                             
           
 
Terjemahnya:  
 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
  
 
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya”.(Q.S An-Nisa 4:59) 
 
Dari ayat tersebut menjelaskan tentang ketaatan kepada pemimpin, 
akan tetapi dalam kajian islam sebagai bawahan harus memperhatikan 
perintah dari seorang pimpinan yang baik dan buruknya Seperti hadis yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a berkata:  
 ُ َّللَّا َيِضَر ِ َّللَّا ِدْبَع ْهَع ٌعِفاَو يَِىثَّدَح ِ َّللَّا ِدَْيبُع ْهَع ٍديِعَس ُهْب ىَيْحَي اََىثَّدَح ٌدَّدَسُم اََىثَّدَح 
 ِّيِبَّىنا ْهَع ًُْىَع  اَمِيف ِمِهْسُمْنا ِءْرَمْنا َىهَع ُةَعاَّطناَو ُعْمَّسنا َلاَق َمَّهَسَو ًِ َْيهَع ُ َّللَّا ىَّهَص
 َةَعاَط َلََو َعْمَس َلََف ٍةَيِصْعَمِب َرُِمأ َاِذإَف ٍةَيِصْعَمِب ْرَمُْؤي ْمَن اَم َيِرَكَو َّبََحأ 
Terjemahnya: 
 
“Ibn umar r.a berkata : nabi saw bersabda: seorang muslim wajib 
mendengar dan  ta’at pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui 
atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah ma’siyat. Maka apabila 
disuruh ma’siyat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib ta’at. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
faktor komitmen pimpinan ini merupakan hal yang manjadi kendala. Karena 
perlunya kekonsistenan struktur organisasi yang ditetapkan pimpinan dan 
perlunya perhatian atau ketegasan seorang pimpinan dalam Pengelolaan Aset 
Tetap Barang Milik Daerah. 
(3) Penilaian Aset Tetap 
Berdasarkan temuan-temuan dilapangan menunjukkan penilaian ini 
merupakan hal yang paling krusial bagi para pengelola barang. Karena 
terdapat barang yang sangat sulit untuk di nilai. Dan disamping itu penilai 
juga memerlukan sertifikasi untuk menilai suatu aset. Berikut adalah petikan 
wawancara tentang faktor penilaian aset: 
  
 
“Yah penilaian aset juga menjadi kendala karena perlu dilakukan oleh 
orang yang bersertifikasi untuk menilai. Penilaian aset itu sangat sulit 
karena terdapat aset yang sulit untuk dinilai seperti pemisahan aset 
tanah dan jalan diatasnya kan diaturannya harus dipisah beda nilai 
tanah dan jalan diatasnya nah kalau yang jaman belanda siapa yang 
tau. Nah banyak jalan disini masih jalan jaman dulu tanahnya juga 
tidak ditau berapa dibelikan ki tidak ketahui pengadaannya, gedung 
sekolah juga yang tidak ditahu kapan didirikan”.(Seksi Analisis 
Bidang Aset Kab. Jeneponto Wawancara tanggal 08 februari 2017)  
 
Transkripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa perlunya Penilaian 
barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah 
daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian aset begitu sangat 
penting karena merupakan dasar dari proses pelporan keuangan. Berdasarkan 
hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor Penilaian aset juga 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dalam penulisan Skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang 
aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu 
pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan 
prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur 
dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman 
pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana 
dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat 
pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKAD 
Kabupaten Jeneponto hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, 
pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Jeneponto tidak 
melakukan pengamanan hukum. 
2. Beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam 
pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM 
karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan 
aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistenan struktur 
organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau 
ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal 
  
 
yang manjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui 
pengadaannya. 
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atau 
keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya: 
1. Kebijakan pedoman pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu hal 
yang sangat penting dalam tata kelola aset karena aset tetap merupakan hal 
yang signifikan terjadi temuan dalam pemeriksaan BPK. Sehingga dengan 
adanya kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan barang milik 
daerah/aset tetap pada BPKAD Kab. Jeneponto dikelola sebagaimana 
mestinya agar tidak lagi memperoleh opini WDP. 
2. Pemerintah Dan BPKAD Kab. Jeneponto sebaiknya lebih mengoptimalkan 
pemanfaatan aset tetap/barang milik daerah dengan berbagai bentuk 
pemanfaatan sesuai peraturan menteri dalam negeri No. 19 Tahun 2016. 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di 
atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat 
memperbaiki ataupun penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang 
milik daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 
tentan pedoman pengelolaan barang milik daerah di BPKAD Kabupaten 
Jeneponto. Saran-saran dimaksud adalah: 
1. Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para pelaksana 
pengelola aset tetap/Barang milik daerah dengan cara memberikan 
  
 
peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang 
menyangkut pengelolaan aset tetap.  
2. Perlunya komitmen pimpinan dalam memberikan perhatian dan bersikap 
tegas terhadap pengelolaan aset dengan memperbaiki struktur organisasi 
dengan tidak melakukan penggantin tiap tahunnya.  
3. Perlunya perhatian penuh dalam melakukan penilaian aset dengan 
berpedoman pada SAP serta melibatkan tim penilai yang bersertifikat 
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A. Pertanyaan Umum: 
1. Bagaimanakah sistem pengelolaan asset tetap yang dilakukan oleh 
DPPKAD? Baik itu dari segi fungsi dan tugasnya! 
2. Selama mengelola asset tetap, masalah apa saja yang timbul dan 
bagaimana mengatasinya? 
3. Apakah solusi dan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan asset tetap ? 
B. Pengelolaan Asset Tetap 
1. Bagaimanakah mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran 
asset tetap yang dilakukan oleh DPPKAD? 
2. Apakah dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan 
asset tetap sudah sesuai dengan standarisasi yang berlaku (RKA SKPD)? 
3. Dari segi pengadaan asset tetap, apakah pelaksanaanya berpedoman pada 
daftar kebutuhan barang daerah? 
4. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengadaan Aset Tetap (Barang 
Milik Daerah) ? 
5. Bagaimanakah mekanisme pertanggung jawaban DPPKAD dalam 
pengadaan asset tetap? 
6. Apakah bidang asset menerbitkan SK penetapan untuk mengatur 
penggunaan asset tetap kepada masing-masing SKPD dan bagaimana 
status penggunaannya? 
7. Bentuk pemanfaatan yang seperti apa yang dilaksanakan oleh BPKAD 
Dan Bagaimana Mekanisme pelaksanaannya ? 
  
 
8. Dilihat dari segi biaya pemeliharaan, apakah pemanfaatan tersebut tidak 
membebani APBD? 
9. Apakah BPKAD mencatat proses pemeliharaan asset tetap ke dalam kartu 
pemeliharaan dan membuat laporannya dilingkungan SKPD? 
10. Bagaimanakah sistem pengamanan yang dilakukan oleh perusahaan dalam 
mengelola asset tetapnya Dan Pengamanan dalam bentuk seperti apa? 
11. Bagaimanakah mekanisme penilaian asset tetap yang dilakukan oleh 
bidang asset ? 
12. Apakah proses pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dan bagaimana prosesnya? 
13. Bagaimanakah prosedur pemusnahan barang miliki daerah dan dalam 
kondisi apa hal tersebut dilakukan? 
14. Dari segi penghapusan barang milik daerah, apakah pengguna barang 
mengusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan? Jika 
demikian, biasanya dalam kondisi apa hal ini dilakukan? 
15. Dalam pelaksanaan penatausahaan, apakah sudah berpedoman pada aturan 
yang ditetapkan? 
16. Dalam prosesnya, apakah pengurus menyiapkan data yang akurat terhadap 
barang milik daerah? Seperti, kartu inventarisasi! 
17. Laporan-laporan apa saja yang disediakan oleh pengurus barang untuk 
disampaikan kepada pengelola barang sebagai laporan pertanggung 
jawabannya? 
18. Menurut Ibu/Bapak apakah tujuan dilakukannya inventarisasi asset tetap? 
  
 
19. Bagaimanakah bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Kepala daerah 
dalam mengelola asset tetapnya! Apakah sesuai dengan uraian tugas dan 
wewenangnya? 
20. Seperti apa sistem pengendalian yang dilakukan perusahaan, apakah sudah 
sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai ? 
21. Bagaimanakah sistem pengawasan yang dilakukan? 
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